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ABSTRAK
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Kata Kunci : Penyelesaian Wanprestasi, Perjanjian, Order Material

Bangunan, Bai  Istisna”

Penelitian ini membahas penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian
order material bangunan serta konsekuensi hukumnya menurut akad bai’
istisna ‘. Praktik pemesanan material bangunan berbasis pesanan (custom order),
khususnya produk kayu seperti kusen dan daun pintu di panglong kayu
Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, kerap menimbulkan permasalahan
hukum akibat terjadinya wanprestasi oleh pihak pembeli. Bentuk wanprestasi
yang paling dominan adalah pembatalan sepihak dan tidak dilakukannya
pelunasan pembayaran setelah barang selesai diproduksi sesuai spesifikasi yang
disepakati. Kondisi ini menyebabkan kerugian finansial bagi pemilik panglong
kayu, baik berupa tidak kembalinya modal produksi, terganggunya
kelangsungan usaha, maupun terhambatnya pemenuhan kewajiban kepada pihak
lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya
wanprestasi, mekanisme penyelesaian wanprestasi yang diterapkan dalam
praktik, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip akad bai ‘ istisna * dalam
figh muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-
empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui
wawancara dengan pemilik panglong kayu di Kecamatan Peukan Bada serta
studi kepustakaan terhadap sumber-sumber figh muamalah dan peraturan hukum
terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi akibat
lemahnya komitmen pembeli, ketiadaan perjanjian tertulis, serta ketidakjelasan
pengaturan uang muka. Penyelesaian secara kekeluargaan belum memberikan
perlindungan hukum yang optimal. Dalam akad bai‘ istisna‘, pembatalan
sepihak setelah produksi berjalan atau selesai tidak dibenarkan dan
menimbulkan kewajiban ganti rugi, sehingga diperlukan kejelasan akad dan
kesepakatan tertulis untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.
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TRANSLITERASI ARAB LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf
Latin.

Huruf | Nama | Huruf | Nama | Huruf | Nama | Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
! Alif tidak tidak Lk ta’ t te (dengan
dilamba | dilambangk titik di
ngkan an bawah)
- Ba’ B Be L za z zet
(dengan
titik di
bawah)
< Ta’ T Te ¢ ‘ain ¢ koma
terbalik (di
atas)
& Sa’ S es ' (dengan ¢ Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim J je -] Fa’ F Ef
z Ha’ h ha (dengan 3 Qaf Q Ki
titik di
bawah)
z Kha’ kh ka dan ha 4 Kaf K Ka
3 Dal D De d Lam L El




ha
- (dengan 3 Qaf Q Ki
¢ | Ha B itk di
bawah)
) ., ka dan 3 Kaf K Ka
; Dal D De J | Lam El
zet
. . . (dengan Mim M Em
> | Zal Z | itikdi | °
atas)
3 Zai Z Zet 3 Wau W We
& Hamz Apostro
B Syn Sy g
ye ah f
es
A (dengan| . | va | v Ye
o= | %A S ki |
bawah)
de
. (dengan
o= | Dad 47 Pitik di
bawah)
1. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I




Dammah U

b) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ ¢ Fathah dan ya Ai
g 0 Fathah dan wau Au
Contoh:
= kaifa, Js» =haula
2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
6l Fathah dan alif atau ya A
¢ Kasrah dan ya I
D) Dammah dan wau U
Contoh:

Je = qala
=) = rama
Ja = gila
J s = yagqiilu
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3. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. Yaitu:
a. Ta marbutah ( &) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah dan

dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

C. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3)
diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta
bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( 3) itu

ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
im )y JakY -raud ah al-agfal
Bl i3l -al-Madinah al-Munawwarah
il -falhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:
(ke -rabbana J% o -nazzala
“ -al-birr zall -al-hajj
aad -NU ‘ima
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5. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hururf,
yaitu (2" ), namun dalam translitrasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti
huruf gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasi- kan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
Jas -ar-rajulu STL) -as-sayyidatu
yuaal) -asy-syamsu ALy -al-galamu
&l -al-badi‘u gl -al-jalalu
6. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir
kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam
tulisan Arab berupa alif
Contoh:

OG- il -an-nau’
khuziina
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LS -syai'un 3l -inna

Syl -umirtu XK -akala

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata
lain yang mengikutinya.

Contoh:

GBI HA S & &g -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin

-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
&) aall s ST 1 58 34(a -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
Gl 2133 -Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul Khalil
W{:ﬂf)"nj G5 A pee -Bismillahi majraha wa mursah
cunll o Gl e Ay -Wa lillahi ‘ala an-ndsi hijju al-baiti
Sk 430) g UALT G -Man istata ‘a ilahi sabila

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana
nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

Osl)y V) ek _ o
D5 ® _Wa ma Muhammadun i/l rasul
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9“‘@ e i 351 &) -Inna awwala baitin wud
i‘a linndsi
&3k 4%y M -/allazT bibakkata mubarakkan
e imay W 338 48 S5 _Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al
Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil

qur’anu

5585 356 ol W lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
-Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini -
sl & G cpaladi - -Alhamdu Zillahi rabbi al- ‘alamin

-Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
Sl e &l 5w b Nasrun minallahi wa fathun qarib
& Ve _[illahi al-amru jami ‘an
Si33% eis e _Wallaha bikulli syai‘in ‘alim
9. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu Tajwid,
karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
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Catatan:
Modifikasi
1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perjanjian bai* istisna‘, pihak pembeli memiliki hak untuk menerima

barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, tepat waktu, dan dalam
kualitas yang sesuai standar. Adapun kewajibannya adalah melakukan
pembayaran sesuai kesepakatan, baik diawal, bertahap, maupun setelah barang
jadi. Sebaliknya, pihak penjual berkewajiban menyediakan material bangunan
sesuai dengan order, spesifikasi teknis, dan waktu pengiriman yang telah
disepakati. Penjual juga berhak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian
awal. Hak dan kewajiban ini harus dinyatakan secara jelas didalam kontrak agar
tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.

Akad istisra  ini digunakan dalam industri manufaktur dan kontruksi,
penjual sepakat untuk membuatkan atau memproduksi suatu objek sesuai
dengan spesifikasi yang disepakati oleh pemesan. Akad ini memiliki cirikhas,
yaitu transaksi jual beli yang melibatkan pembuatan atau produksi barang sesuai
dengan pesanan.*

Secara konseptual terdapat beberapa perbedaan pendapat Ulama tentang
penerapan akad bai‘ istisna © sebagai transaksi untuk pemesanan atau order,
menurut Ulama mazhab Hanafiah, akad istisza * adalah akad jual beli terhadap
pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Akad ini bukan akad janji atau
akad ijarah atas pekerjaan, jadi jika barang tersebut ia buat sebelum terjadinya
akad tapi sesuai dengan bentuk yang diminta maka akad tersebut adalah

dibenarkan.?

LS. Sudiarti, Figh Muamalah (Medan: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2025), him.
112.
2 Eka Wahyu Hestya Budianto, Akad Istishna’ dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats
dan Kontemporer (Malang: PT Afanin Media Utama, 2025), him. 45-50.
1



Menurut Ulama Malikiyah akad bai “ istisna © tidak diakui sebagai jual
beli yang sah, karena termasuk jual beli atas barang yang belum ada. Namun
akad ini bisa dibolehkan apabila dikategorikan sebagai ijarah, yakni kerja
pembuatan barang.®

Menurut ulama madzhab Syafi’i, akad bai “ istisna “ adalah akad jual beli
dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan Kriteria dan
persyaratan yang disepakati antar pembeli dan pembuatan barang. Dalam akad
ini, pembeli memesan barang yang belum ada, dan pembuat barang akan
membuat barang tersebut sesuai dengan pesanan pembeli.*

Menurut ulama Hanabilah, akad bai ‘ istisna ‘ adalah akad jual beli barang
yang belum ada (ma’dum) dan akan dibuat (shana’a) oleh penjual atas
permintaan pembeli. Dengan spesifikasi tertentu yang disepakati. Dengan kata
lain, akad bai ‘ istisna * adalah akad pemesanan barang yang akan dibuat sesuai
dengan spesifikasi yang dinginkan, namun tidak termasuk dalam kategori akad
salam.®

Pada implementasinya, akad bai ‘ istisna ° menunjukkan transaksi yang
memiliki kemiripan dengan akad bai® as-salam, namun sedikit terdapat
perbedaan diantaranya, seperti dalam bai‘ as-salam pembayaran dimuka dan
penyerahan barang dikemudian hari, sedangkan dalam bai ‘ iszisna’ pembayaran
dapat dilakukan secara cicilan atau hanya dalam bentuk uang kerja saja.°

Identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan
pemesanan, pembayaran dalam bai ‘ istisna “ dilakukan pada waktu yang telah
disepakati, setelah akad jual beli pesanan mengikat tidak ada tawar-menawar

kembali terhadap isi akad yang telah disepakati. Jika objek barang pesanan tidak

8 Dimyaudin Adjuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Setia,
2021), him. 133.

4 Eka Wahyu Hestya Budianto, Akad Istishna’ dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats
dan Kontemporer (Malang: PT Afanin Media Utama, 2025), him. 38-41..

% 1bid, him. 270.

® Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Bogor: Kencana, 2019), him. 213.



sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan
(khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Pembayaran dalam bai‘ istisna * dapat dilakukan secara cash ataupun
dalam bentuk down payment sebagai bentuk keseriusan pihak pembeli terhadap
orderan barang yang dibutuhkannya dan menjadi modal awal bagi pihak penjual
untuk menyediakan produk sesuai dengan spesifikasi dan keinginan pihak
pembeli. Pembayaran Down Payment ini memudahkan penjual karena dengan
adanya Down Payment tersebut pihak penjual atau pembuat dapat menyediakan
objek transaksi secara aman karena pada saat pembuatan barang yang
dibutuhkan oleh pihak pembeli, dengan menggunakan modal yang disediakan
oleh pihak pembeli tersebut. Untuk itu pihak penjual tidak membutuhkan atau
menggunakan modal sendiri untuk penyediaan serta pembuatan barang pesanan
yang dibutuhkan pihak pembeli.”

Hal ini penting untuk menjaga maslahat kedua belah pihak serta
menghindari unsur garar (ketidakjelasan) dalam perjanjian. Oleh karena itu,
baik ~pembeli maupun penjual perlu memaham sepenuhnya hak dan
kewajibannya, serta konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap isi
perjanjian.

Pelaksanan akad istisna‘ sering menimbulkan berbagai permasalahan
bagi kedua belah pihak, khususnya bagi pihak penjual. Seperti pembatalan
sepihak dari pihak konsumen bisa saja terjadi, meskipun pembeli telah
membayar uang muka. Hal ini menjadi persoalan bagi pihak penjual, sebab
objek pesanan tersebut diorder dan didesain khusus sesuai dengan kebutuhan
dan preferensi pembeli, baik dari segi ukuran, bentuk, maupun desain, sehingga
untuk dijual kepada pihak lain akan susah mencari pembelinya, kecuali pihak

penjual menjualnya dengan harga murah atau di bawah harga pasar. Akibatnya,

" Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Figh Muamalah, (Jakarta Timur:
Prenamedia Group, 2020), him. 89.



penjual berisiko menanggung kerugian atas produk yang telah dibuatnya dan
tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Risiko seperti di atas harus mampu diidentifikasi oleh pihak penjual
secara dini, termasuk pada pesanan barang berbahan dasar kayu yang dikerjakan
secara khusus di panglong kayu seperti kusen pintu, jendela,ventilasi, daun pintu
dan berbagai furniture lainnya. Orderan tersebut diperlukan ukuran serta desain
yang sangat spesifik sesuai permintaan pembeli. Apabila pembatalan ini
dilakukan setelah proses produksi sudah dimulai atau sudah selesai dibuat maka
pihak penjual terpaksa menanggung semua kerugian baik untuk modal
pembelian bahan baku maupun cost produksi, karena biaya pembuatan yang
telah dikeluarkan tidak dapat tertutupi dengan hanya uang panjar yang telah
dibayarkan oleh pembeli, dan barang dengan spesifikasi khusus tersebut bersifat
custom dan tidak mudah untuk dijual kepada pihak lain.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, terdapat sejumlah panglong
kayu di Kec. Peukan Bada yang menggunakan transaksi jual beli berbasis
pesanan. Dalam proses ini, pihak pemesan sebagai pembeli umumnya
menyerahkan desain dan menjelaskan spesifikasi produk yang diinginkan. Atas
dasar permintaan tersebut, pihak panglong kayu sebagai penjual akan
melakukan perhitungan terhadap bahan baku, biaya operasional, serta ongkos
kerja untuk memenuhi pesanan tersebut. Dalam negoisasi harga, tidak jarang
pihak pembeli mengajukan penawaran di-bawah estimasi biaya produksi dan
ongkos kerja. Namun, setelah tercapainya kesepakatan dan waktu penyerahan
barang, kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan besaran uang muka (down
payment) yang harus dibayar pembeli pada saat transaksi sebagai tanda jadi dan
modal awal pengerjaan, uang muka ini sepenuhnya digunakan oleh penjual

untuk pengadaan barang atau material yang dibutuhkan dalam proses produksi.?

8 Hasil wawancara dengan Muammar, Karyawan Panglong Kayu UD Harkar Perabot,
pada tanggal 22 April 2025 di Kec. Peukan Bada, Aceh Besar.



Pada proses pengerjaan orderan konsumennya, pemilik panglong kayu
menghadapi masalah yaitu terjadinya wanprestasi seperti pembatalan sepihak
oleh pembeli setelah proses produksi selesai. Bahkan, pihak pembeli tidak
melakukan pelunasan pembayaran secara penuh sesuai perjanjian yang telah
disepakati. Padahal, berdasarkan perhitungan awal, uang panjar yang diberikan
belum memenuhi seluruh biaya operasional produksi. Bahkan, sering kali panjar
yang dibayarkan hanya setengah dari total kebutuhan modal untuk pengadaan
material produksi. Hal ini tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi
pihak panglong kayu.®

Berdasarkan hasil wawancara dari Bukhari selaku pemilik UD Harkat
Perabot yang berlokasi di Kecamatan Peukan Bada, pernah mengalami tindakan
fraud (tipuan) dari pihak developer perumahan dalam bentuk pembatalan order
pembuatan kusen dan daun pintu. Pembatalan dilakukan setelah seluruh pesanan
selesai dibuat. Padahal perjanjian di awal yang dilakukan, pihak developer
mengorder pembuatan kusen dan daun pintu untuk proyek perumahan yang
sedang dibangun, dengan total sebanyak 10 unit rumah, setiap unit rumah
membutuhkan 4 set kusen dan daun pintu, sehingga total keseluruhan pesanan
berjumlah 40 set, pihak developer memberikan uang panjar sebesar Rp.
5.000.000 dari seluruh total dana yang dibutuhkan untuk pembuatan pintu dan
belum dihitung biaya operasional untuk pekerja yang harus dikeluarkan dari
pihak penjual. Sedangkan pelunasan dilakukan setelah orderan selesai
dilakukan. Namun, setelah pesanan selesai dibuat dan akan diantarkan ke lokasi
perumahan tersebut, pihak developer melakukan pembatalan sepihak dan
menuntut uang panjar dikembalikan.©

Kasus wanprestasi lainnya dialami oleh Ramli selaku pemilik UD

Hidayatullah Perabot yang juga berlokasi di Gampong Payatieng Kec. Peukan

® Hasil wawancara dengan Irsyal Fahlevi, Karyawan Panglong Kayu UD Hidayatullah
Perabot, pada tanggal 21 April 2025 di Kec. Peukan Bada, Aceh Besar.

10 Hasil wawancara dengan Bukhari, Pemilik UD Harkar Perabot, pada tanggal 20 April
2025 di Kec. Peukan Bada, Aceh Besar.



Bada, pernah mengalami tindakan fraud (tipuan) dari pihak pembeli setelah
objek transaksi tersebut dibuat dan dipasang. Adapun objek yang diorder berupa
kusen pintu berukuran 80x200, pihak penjual telah menyelesaikan pembuatan
dan pemasangan kusen pintu sesuai dengan jadwal serta ketentuan yang telah
disepakati bersama di awal. Namun, setelah objek tersebut dipasang di lokasi,
pihak pembeli tidak melunasi seluruh kewajiban pembayaran, termasuk biaya
produksi dan operasional yang telah dikeluarkan oleh pihak penjual. Meskipun
upaya penagihan telah dilakukan, pihak pembeli tetap tidak memberi tanggapan
maupun i’tikad baik untuk melunasi pembayaran tersebut, ketidakjelasan dari
pihak pembeli, serta tidak adanya pertanggungjawaban terhadap objek yang
telah dipesan dan dipasang, menunjukkan adanya wanprestasi yang
menimbulkan kerugian bagi pihak panglong kayu.'!

Wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli telah menghambat pihak
penjual dalam memperoleh kembali modal serta keuntungan dari transaksi jual
beli berbasis pesanan. Hal ini terjadi dalam pembuatan produk kayu di sejumlah
panglong di Kecamatan Peukan Bada. Penelitian ini akan mengkaji konsekuensi
pembatalan sepihak dan perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh oleh
pihak penjual dari transaksi pemesanan berbahan baku kayu pada panglong
kawasan Kecamatan Peukan Bada.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menganggap kasus-
kasus di atas urgen untuk diteliti-dengan menggunakan aspek normatif dalam
figih muamalah  dengan judul sebagai berikut “Analisis Penyelesaian
Wanprestasi Pada Perjanjian Order Material Bangunan Dan

Konsekuensinya Menurut Bai ‘ Istisna”.

11 Hasil wawancara dengan Ramli, Pemilik UD Hidayatullah Perabot, pada tanggal 21
April 2025 di Kec. Peukan Bada, Aceh Besar.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka

penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa terjadinya wanprestasi pada perjanjian order material bangunan
yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik panglong kayu?

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian order material
bangunan di Kecamatan Peukan Bada?

3. Bagaimana tinjauan akad bai ‘ istisna  terhadap penyelesaian wanprestasi

pada perjanjian order material bangunan di kecamatan Peukan Bada?

B. Tujuan Penelitian
Berdasarkan keterbatasan pada perumusan masalah di atas, maka penulis

melakukan penelitian ini untuk memperoleh informasi ilmiah yang dirumuskan
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang penyebab terjadinya wanprestasi
pada perjanjian order material bangunan yang menimbulkan kerugian
terhadap pemilik panglong kayu.

2. Untuk meneliti tentang penyelesaian wanprestasi pada
perjanjian order material di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar.

3. Untuk menganalisis tentang perspektif akad bai‘ istisna*
terhadap penyelesaian wanprestasi perjanjian order material bangunan di
Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar.

C. Penjelasan Istilah
Penjelasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang

sempurna dalam memahami judul yang terdapat pada proposal ini serta
menghindari kesalahpahaman, dan kekeliruan. Untuk menghindari kekeliruan
dan kesalahpahaman tersebut, maka akan dijelaskan istilah yang menjadi pokok

pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penyelesaian Wanprestasi



Pada Perjanjian Order Material Bangunan Dan Konsekuensinya Menurut Bai*

Istisna”.

1.

Analisis

Analisis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu,
penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan
sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab,
duduk perkaranya, dan sebagainya).'?

Analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu
pengkajian secara sistematis terhadap peristiwa wanprestasi yang terjadi
dalam perjanjian order material bangunan, untuk mengetahui penyebab,
bentuk pelanggaran, serta bagaimana penyelesaiannya.

Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu
proses, cara pembuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti
pemberesan). Sedangkan wanprestasi menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) yaitu keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian)
berprestasi buruk karena kelalaian, berprestasi buruk.t3

Penyelesaian wanprestasi yang penulis maksudkan dalam penelitian
ini adalah proses atau suatu cara yang ditempuh oleh para pihak dalam
perjanjian yang disebabkan adanya kesengajaan pihak lain untuk melalaikan
kewajibannya. cara menyelesaikan pelanggaran perjanjian dalam order
material bangunan, di mana salah satu lalai atau tidak memenuhi
kewajibannya.

Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa manakala seseorang berjanji kepada
orang lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal. Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah

12 https://kbbi.web.id/analisis diakses pada tanggal 26 April 2025.
13 https://kbbi.web.id/wanprestasi diakses pada tanggal 26 April 2025.


https://kbbi.web.id/analisis
https://kbbi.web.id/wanprestasi

suatu perbuatan ketika satu orang atau lebih mengitkatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih.4
Perjanjian yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah
kesepakatan yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli yang terikat pada
persyaratan tertentu yang disepakati bersama, pada kasus ini adalah pada
orderan material bangunan dalam bentuk kusen.
2. Order Material Bangunan

Order menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
pesanan.'® Material menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
bahan yang akan dipakai untuk membuat barang lain, bahan mentah untuk
bangunan (seperti pasir, kayu, kapur).'® Sedangkan bangunan Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang dibangun (seperti rumah, gedung,
jembatan).t’

Order material bangunan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini
adalah pemesanan bahan bangunan tertentu dalam bentuk kayu yaitu kusen
dan jendela sebagai bagian penting dari bangunan rumah yang sedang
dibangun oleh pihak pembeli, yang dibutuhkan dari pihak penjual sebagai
pembuat material bangunan.

3. Konsekuensi

Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari strategi aksi / interaksi

terhadap orang-orang, tempat, dan benda. Konsekuensi dapat berupa hasil

aktual dari strategi atau hasil yang diharapkan dari suatu strategi.*®

14 putu Bagus dkk, Hukum Perangcangan Kontrak, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing
Indonesia, 2024), him. 80

15 https://kbbi.web.id/order.html diakses pada tanggal 30 April 2025.

16 https://kbbi.web.id/material diakses pada tanggal 30 April 2025.

17 https://kbbi.web.id/bangunan diakses pada tanggal 30 April 2025.

8Missiliana Riasnugrahani dan Priska Analya, Metode Penelitian Kualitatif,
(Gorontolo: Ideas Publishing, 2023), him. 93.
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https://kbbi.web.id/material
https://kbbi.web.id/bangunan
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Konsekuensi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah
segala akibat yang timbul dari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian order
material bangunan.

Bai “ Istisna

Bai* Istisna “ adalah kontrak penjualan antara pembeli dan produsen
(pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat
terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga
dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau dibelakang.®

Bai“ Istisna“ yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah
suatu akad pemesanan bahan bangunan dalam bentuk kayu, yang mana
keduanya sepakat terlebih dahulu sesuai dengan akad Bai‘ Istisna‘ yang
menjadi dasar perjanjian order material bangunan.

Berdasarkan hasil paparan riset di atas, penulis mengaskan bahwa
penlitian ini bebas dari unsur plagiarisme dan tidak mengandung duplikasi,
karena terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-
penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini layak untuk dikaji

lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting yang harus dijelaskan dalam

skripsi ini untuk menegaskan bahwa riset ini. memiliki signifikan untuk dikaji

dan dianalisis. Meskipun terdapat persamaan pada variabel ataupun konsep

yang dikaji pada riset sebelumnya, namun dapat penulis tegaskan bahwa

penelitian ini tidak ada unsur plagiasi dan duplikasi yang merupakan tindakan

terlarang dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dengan adanya kajian pustaka ini

sebagai landasan untuk menghindari kesamaan dan plagiasi dalam penelitan

serta telah disusun sesuai dengan ketentuan formal karya ilmiah yang berlaku di
UIN Ar-Raniry.

19 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah, (Jakarta Timur:

Prenamedia Group, 2019), him. 159.
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Berikut ini penulis paparkan hasil penelitian terdahulu yang memilki persamaan
dalam objek kajian, namun berbeda dari segi variabel yang digunakan
dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yang berjudul:
“Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Order Material Bangunan
Dan Konsekuensinya Menurut Bai* Istisna”.

Adapun judul-judul riset yang telah dilakukan tersebut diantaranya sebagai
berikut: Pertama, pada penelitian yang ditulis oleh Muammar Septian Rizki
yang berjudul “Pembatalan Sepihak pada Transaksi Order Produk Pembesian
dalam Perspektif Bai® Istisna” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2022 hasil penelitiannya
dijelaskan secara ringkas yaitu tentang terjadinya pembatalan sepihak oleh
konsumen terhadap transaksi pemesanan produk pembesian yang dilakukan
dibengkel las di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar. Dalam
praktiknya, konsumen memesan produk seperti pagar, kanopi, teralis, dan meja
besi dengan spesifikasi tertentu yang harus dibuat oleh pihak bengkel. Setelah
kesepakatan dicapai, konsumen memberikan uang muka (panjar) sebagai tanda
jadi, namun ketika barang sedang diproses atau bahkan telah selesai dibuat,
mereka membatalkan pesanan tanpa pelunasan pembayaran yang telah
disepakati sebelumnya. Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi pihak bengkel
karena modal telah dikeluarkan untuk membeli bahan baku dan membayar upah
pekerja, sementara barang yang sudah dibuat tidak bisa dijual kembali karena
memiliki ukuran dan desain khusus sesuai permintaan konsumen.?

Penelitian 'ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset yang
penulis lakukan. persamaan pada variabel penelitian yang penulis lakukan yaitu
adanya wanprestasi antara pihak penjual dan pembeli dalam pemesanan barang,
dan perjanjian yang dilakukan sama-sama secara lisan tidak tertulis. Perbedaan
dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada objek kajian yang penulis

20 Muammar Septian Rizki, “Pembatalan Sepihak pada Transaksi Order Produk
Pembesian dalam Perspektif Bai ‘ Istisna”, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).



12

khususkan pada produk kayu di panglong kayu di Kec. Peukan Bada, sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh Muammar Septian Rizki dikhususkan pada
produk pembesian di bengkel las besi di Kec. Krueng Barona Jaya.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Teuku Muhammad Mifzal Syauqi yang
berjudul “Penyelesaian Wanprestasi pada Kontrak Proyek Pembangunan
Instalasi Pengolahan Air Limbah Menurut Akad Iljarah ‘Ala Al-amal’.
Mabhasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
pada tahun 2024 hasil penelitiannya dijelaskan secara ringkas yaitu tentang
wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh PT MP selaku kontraktor dalam
proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kecamatan
Bebesen, Aceh Tengah. Meskipun kontrak awal telah menetapkan spesifikasi
teknis, anggaran, dan tenggat waktu selama 289 hari, dalam pelaksanaannya
terjadi perubahan lokasi dan volume pekerjaan yang menyebabkan
keterlambatan signifikan. Keterlambatan ini berdampak pada kualitas proyek
dan pelayanan kepada masyarakat, serta menimbulkan kerugian bagi negara.
Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan tiga kali addendum kontrak yang
mencakup perpanjangan waktu, penyesuaian biaya, dan pengenaan denda harian
sesuai ketentuan hukum dan prinsip akad ljarah ‘Ala Al-‘Amal.*

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset di atas,
persamaan pada variabel penelitian yang penulis lakukan yaitu adanya
wanprestasi yang dilakukan para pihak, dan subjek hukumnya sama yaitu badan
hukum berupa perusahaan. Sedangkan perbedaan pada objek kajian penulis
yaitu material atau bahan bangunan, sedangkan objek kajian yang dilakukan
olen Teuku Muhammad Mifzal Syauqi yaitu pembangunan instalansi
pengelohan air limbah. Perbedaan kedua terdapat pada teori ilmu yang

digunakan, kajian yang penulis lakukan spesifik pada akad istishna’ sebagai

2L Teuku Muhammad Mifzal Syauqi “Penyelesaian Wanprestasi pada Kontrak Proyek
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Menurut Akad ljarah ‘Ala Al-amal”, SKripsi,
(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2024).
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pemesan dengan pembayaran dimuka, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
Teuku Muhammad Mifzal Syauqi menggunakan akad ljarah ‘Ala Al-Amal.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Rinaldi yang berjudul “Wanprestasi
pada Perjanjian Kerjasama Pembangunan Rumah Real Estate oleh Pihak
Developer menurut Akad Syirkah Inan” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Pada tahun 2022 hasil
penelitiannya dijelaskan secara ringkas yaitu wanprestasi yang terjadi dalam
perjanjian kerjasama pembangunan rumah real estate antara pemilik lahan dan
pihak developer di Kecamatan Darussalam. Perjanjian yang seharusnya menjadi
dasar pelaksanaan pembangunan tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh
pihak developer, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan. Dalam
beberapa kasus, pembangunan tidak selesai atau bahkan terhenti, karena pihak
developer gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kerjasama
pembangunan rumah real estate di Kecamatan Darussalam. hak dan potensi hasil
dari kerjasama tersebut.??

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset di atas,
persamaan pada variabel penelitian yang penulis lakukan yaitu adanya ingkar
janji pada kontrak perjanjian kerjasama yang disebabkan oleh lemahnya
komitmen serta tidak adanya jaminan atau perlindungan hukum yang kuat bagi
pihak yang dirugikan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu
terkait konsep terhadap pemesanan objek sesuai dengan akad Bai * Istisna, yaitu
pemesanan produk dengan spesifikasi tertentu yang harus dibuat terlebih dahulu.
Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Rinaldi yaitu menggunakan akad Syirkah
Inan, vyaitu bentuk kerjasama modal antar dua belah pihak. Perbedaan
berikutnya yaitu terjadi objek pada penelitian yang penulis lakukan khususnya

kepada pesanan produk kayu, sedangakan penelitian yang dilakukan oleh

22 Rinaldi, “Wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama Pembangun Rumah Real Estate
oleh Pihak Developer menurut Akad Syirkah Inan”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,
2022).
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Rinaldi yaitu dikhususkan pada pembangunan rumah sebagai hasil kerja sama
investasi.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Syahrul Ramadhan yang berjudul
“Analisis Terhadap Wanprestasi Pedagang Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh
dalam Perspektif Akad Ijarah” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Pada tahun 2023 hasil penelitiannya bahwa
wanprestasi yang dilakukan oleh sejumlah pedagang yang menyewa lapak di
pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh dalam bentuk tidak membayar sewa pada
waktu yang telah disepakati, menyewakan kembali lapak kepada pihak ketiga
tanpa izin, dan menjadikan lapak sebagai tempat tinggal. Tindakan ini
melanggar kesepakatan dan menimbulkan kerugian bagi pihak pengelola pasar,
yaitu BLUD UPTD Pasar Kota Banda Aceh.?

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset di atas,
persamaan pada variabel penelitiannya yaitu wanprestasi atas kontrak antara
penyewa atau pembeli setelah perjanjian telah dibuat, akibatnya pihak penjual
mengalami kerugian baik secara finansial maupun secara hukum, serta tidak
mendapatkan perlindungan yang memadai atas hak-haknya. Sedangkan
perbedaannya yaitu pada penelitian yang penulis lakukan pembeli membatalkan
pesanan secara sepihak atau tidak melunasi pembayaran setelah pesanan selesai
diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Pada penelitian yang
dilakukan oleh Syahrul Ramadhan yaitu pedagang atau penyewa lapak tidak
memenuhi kewajiban membayar sewa tepat waktu, serta ada yang menjual
kembali lapak tersebut tanpa sepengatahuan pemiliknya, yang jelas
menimbulkan kerugian bagi pihak penjual atau pemilik.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Misnawati yang berjudul
“Penyelesaian Wanprestasi pada Penunggakan Utang Piutang dengan Jaminan

Padi dalam Tinjauan Figh Mauamalah” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan

23 gyahrul Ramadhan, “dnalisis Terhadap Wanprestasi Pedagang Pasar Al-Mahirah
Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad Ijarah”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).
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Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Pada tahun 2023 menjelaskan
bahwa wanprestasi atau ingkar janji dalam pelaksanaan utang piutang dengan
jaminan padi di kalangan masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek,
Kabupaten Aceh Barat dalam bentuk pelanggaran atas kesepakatan lisan tanpa
perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban masing-masing
pihak, termasuk ketentuan terkait penyitaan jaminan jika terjadi penunggakan.

Pada praktiknya, masyarakat yang membutuhkan dana khususnya petani
saat menunggu musim panen meminjam uang kepada sesama warga dengan
menyerahkan padi sebagai jaminan. Namun, sering terjadi bahwa pihak
peminjam (mugqtarid) tidak mampu melunasi utangnya karena berbagai faktor
seperti gagal panen, kebutuhan ekonomi mendesak, atau musibah lainnya. Hal
ini mengakibatkan terjadinya wanprestasi, karena debitur tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatan yang telah dibuat sehingga pihak pemberi utang
(mugridh) mengalami Kkerugian. Penyelesaian atas wanprestasi ini umumnya
dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah tanpa melibatkan pihak
berwenang atau lembaga hukum, mengakibatkan padi yang dijadikan jaminan
kemudian diambil alih oleh kreditur. Permasalahan ini menjadi kompleks karena
tidak adanya kejelasan hukum dalam perjanjian awal serta tidak adanya
perlindungan hukum formal terhadap kedua belah pihak.?*

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian
penulis, adapun persamaanya terdapat pada kegagalan salah satu pihak dalam
memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian sehingga menimbulkan kerugian
bagi salah satu pihak. Selain itu, penyelesaian wanprestasi pada kedua
penelitiannya ini umunya dilakukan secara kekeluargaan karena tidak adanya
perjanjian tertulis sehingga tidak memiliki perlindungan yang Kkuat.

Perbedaannya yaitu pada penelitian penulis lakukan membahas wanprestasi

24 Misnawati yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi pada Penunggakan Utang
Piutang dengan Jaminan Padi dalam Tinjauan Figh Mauamalah” Skripsi, (Banda Aceh: UIN
Ar-Raniry,2023).
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dalam jual beli pesanan, yang terjadi disebabkan karena pembatalan atau
ketidakmampuan membayar dari pembeli sehingga merugikan penjual karena
barang dibuat khusus. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Misnawati
membahas pinjam-meminjam uang dengan jaminan padi, wanprestasi terjadi
disebabkan karena gagal panen, dan dalam penyelesaian dilakukan secara

informal.

E. Metode Penelitian
Metode penelitian ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan prosedur dan

langkah-langkah yang sistematis, dalam suatu penelitian ilmiah untuk
menghasilkan suatu temuan dan solusi dari suatu penyelesaian yang menjadi
fokus objek penelitian.

Penelitian ini sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi memerlukan
metode penelitian untuk menegaskan proses dan tahapan yang akan penulis
lakukan untuk mengkaji sebuah objek penelitian agar sesuai prosedur penelitian
yang sistematis dengan tujuan untuk validasi data yang diperoleh.?® Untuk
tercapaianya suatu penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metode
penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Riset ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris atas
realitas yang terjadi pada perilaku pemesan dan penjual atas transaksi jual
beli material bangunan dengan spesifikasi kajian pada wanprestasi pihak
pemesan terhadap kewajibannya untuk memenuhi seluruh hak yang harus
diperoleh pihak penjual yang telah membuat orderan pihak pemesan berupa
kusen bangunan perumahan yang sedang digarap pemesan sebagai
developernya.

Sedang aspek normatifnya yaitu pada transaksi order material

bangunan yang riset ini fokuskan pada upaya penyelesaian wanprestasi

% Muhammad Siddiq Armia, Penemuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum
(Banda Aceh: Penerbit Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), him 2.
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yang dilakukan oleh konsumen pada saat barang telah selesai dikerjakan,
sehingga menimbulkan kerugian sepihak bagi penjual, riset ini bertujuan
untuk menganalisis secara mendalam penyebab terjadinya wanprestasi oleh
pihak pemesan, serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum dan
penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dalam transaksi jual
beli tersebut, dalam aspek normatif, riset ini berlandaskan pada ketentuan
hukum.
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam bentuk penelitian
kualitatif sehingga seluruh data yang dikumpulkan merupakan data empiris
yang digambarkan melalui pengindraan terhadap seluruh data yang
diperoleh tentang objek penelitian. Dari penelitian kualitatif yang penulis
gunakan maka jenis penelitian untuk pembahasan skripsi ini yaitu jenis
penelitian deskriptif yang secara konseptual merupakan penelitian denan
memberikan gambaran atau pemaparan dengan jelas dan sistematis, faktual,
dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dari objek riset ini.?8

Pada penelitian deskriptif yang akan penulis lakukan, akan dijelaskan
mengenai praktik perjanjian lisan yang umumnya terjadi pada pemesanan
produk di panglong kayu, serta pembatalan sepihak yang dilakukan oleh
konsumen, meskipun produk pemesanan tersebut umumnya telah selesai
dikerjakan, sebagaimana data awal yang penulis peroleh melalui pendekatan
langsung dengan pemilik panglong kayu. Konsekuensi terhadap para pihak
baik penjual maupun pembeli sebagai akibat dari wanprestasi yang
dilakukan oleh pembeli.
Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

pengumuman informasi yang dapat dari sumbernya, sumber data yang

%6 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2020), him.63.
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digunakan dalam penelitian ini berupa:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama yang terkait permasalahan yang dibahasa dalam
penelitian ilmiah.?” Adapun data primer yang dibutuhkan dalam riset ini
diperoleh melalui wawancara observasi dari lokasi penelitian yaitu
tentang wanprestasi pada order material bangunan yang terjadi di
panglong kayu Harkat Peurabot dan panglong kayu hidayatullah
peurabot di Kecamatan Peukan Bada. Setelah data tersebut diperoleh
maka penulis akan menganalisisnya sesuai dengan prosedur penelitian
dengan menggunakan konsep Bai * Istisna .
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung,
seperti melalui orang lain atau literatur-literatur yang terkait dengan
penelitian, seperti jurnal, artikel, skrispsi dan Undang-Undang dari
media internet.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan penelitian ini,
maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu
dengan cara wawancara dan dokumentasi.
a. Wawancara
Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data dengan
cara bertanya secara langsung, dalam wawancaranya terjadi
komunikasi antara peneliti selaku interviewer dan interviewee selaku
pihak yang memberikan jawaban. Dalam riset ini penulis akan
melakukan wawancara dengan pihak pemilik panglong kayu di
Kecamatan Peukan Bada. Untuk itu, perlu dilakukan interview

27 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2020), him.30.
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langsung dengan respondenden sehingga diketahui sumber masalah
pembatalan tersebut, konsekuensi dan alternatif penyelesaian yang
dilakukan oleh para pihak terhadap pembatalan sepihak yag dilakukan
oleh konsumen. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan
wawancara dalam bentuk guidance interview dengan pihak pemilik
panglong kayu 2 orang dan 2 orang karyawan. Paduan pertanyaan
tersebut penulis susun berdasarkan point-point dari rumusan masalah
ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data
primer dengan mendapatkan seluruh catatan, foto ataupun video dari
pihak responden yang tidak dipublikasikan dan berbentuk data
pribadi.?® Pada penelitian ini data dokumentasi yang penulis butuhkan
sebagai data primernya dalam bentuk faktur orderan yang disediakan
olenh pihak panglong kayu yang merupakan bukti transaksi yang
merupakan orderan antara konsumen dengan pihak pemilik panglong
kayu di Kecamatan Peukan Bada.

Langkah-langkah Analisis Data

Adapun cara menganalisis data dalam penelitian ini yang
menggunakan pendekatan kualitatif, penulis menetapkan beberapa tahapan
sebagai langkah sistematis dalam memproses dan menganalisis data.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

a. Tahap awal dalam proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data.
Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber, seperti hasil
wawancara dan dokumentasi yang relavan dengan topik penelitian.

b. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengelompokkan atau

Klasifikasi. Data yang diperolen dari berbagai teknik pengumpulan

28 Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Bandung, Gahlia Indonesia 2020), him. 243
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kemudian dikategorikan menjadi data primer dan data sekunder.
Langkah ini bertujuan untuk mempermudah tahap analisis selanjutnya.
c. Proses penyaringan atau penilaian data dilakukan untuk memastikan
bahwa data yang digunakan relevan dan sesuai dengan kebutuhan
penelitian. Hanya data yang valid dan mendukung pemecahan masalah
dalam skripsi yang akan dipilih.
d. Analisis data menjadi tahapan terakhir sebelum penyusunan laporan
penelitian atau skripsi. Pada tahap ini, data dievaluasi secara objektif dan
valid untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang disampaikan bener-
bener akurat dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam metodologi
penelitian ilmiah.?®
6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman kepada Buku Pedoman
Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Indonesia (KBBI), dan Al-Qur’an serta
terjemahannya yang diteritkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
Berdasarkan Pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian

secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pemahaman dan metode atau urutan dalam tulisan

ini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis hal-hal yang akan diuraikan
sebagai berikut:

Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, yang menjelaskan secara umum konteks dan alasan topik diangkat.
Rumusan masalah, sebagai pokok persoalan yang ingin dipecahkan dalam
penelitian. Penjelasan istilah, yang memberikan penjelasan terhadap istilah-

istilah ilmiah agar mudah dipahami. Tujuan Pembahasan, untuk mengetahui

29 Leon Andretti Abdillah dkk, Metodologi Penelitian dan Analisis Data, (Jakarta:
Insania,2021), him. 111.
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secara umum masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Metode
penelitian, untuk menggambarkan pendekatan atau langkah-langkah yang
digunakan penulis dalam menyusun skripsi, dan sistematika penulisan yang
menjelaskan struktur dari keseluruhan isi karya ilmiah.

Bab dua merupakan landasan teori yang menjelaskan pengertian dan
dasar hukum bai ‘ istisna dalam figh muamalah, rukun dan syarat akad jual beli
istisna, hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli istisna, Khiyar
serta implementasinya dalam praktik jual beli istisna. Bab ini juga membahas
mengenai wanprestasi dalam akad istisna, termasuk akibat hukumnya bagi
pihak-pihak yang terlibat, serta pandangan ulama mengenai hal tersebut.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi deskripsi umum lokasi
penelitian yaitu panglong yang berada di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar.
Pada bagian ini membahas mengenai kasus wanprestasi oleh pembeli atas
pesanan yang telah dilakukan, dampak hukum dan konsekuensinya terhadap
uang muka serta orderan yang sudah dibayarkan, serta analisis perspektif akad
istisna terhadap wanpretasi dalam transaksi pemesanan barang di panglong kayu
tersebut.

Bab empat adalah penutup yang memuat rangkuman hasil pembahasan
dalam bentuk kesimpulan, serta memberikan saran-saran yang relevan terhadap

hasil penelitian dan penulisan di masa mendat



BAB DUA

KONSEP TENTANG AKAD BAI’ ISTISNA*
DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Bai‘ Istisna
Transaksi jual beli dalam Islam telah dibahas secara mendalam oleh para

ulama fikih dalam berbagai literatur dan kitab-kitab figih klasik maupun
kontemporer. Kajian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
transaksi, baik secara individu maupun kolektif, serta dalam konteks sosial,
ekonomi, hingga politik. Jual beli merupakan salah satu jenis akad yang paling
umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi salah satu sarana
perolehan harta menurut hukum Islam.

Transaksi jual beli menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat
terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat primer,
sekunder, maupun tersier. Dalam praktiknya, bentuk-bentuk transaksi jual beli
mengalami perkembangan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya
kompleksitas kebutuhan manusia. Salah satu bentuk yang kini semakin marak
digunakan adalah transaksi jual beli dengan sistem pemesanan, baik terhadap
barang yang memerlukan proses produksi-maupun pengadaan terlebih dahulu.
Secara teori, bentuk transaksi jual beli dengan sistem pemesanan ini memiliki
variasi yang dapat disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Salah satu model
transaksi yang digunakan dalam praktik tersebut dikenal dengan istilah akad
istisna ‘.

Bai’ istisna * ini secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu sana’a
yang berarti membuat. Kata sana’a ini merupakan fi’il madzi yang isim masdar-
nya adalah istisna“ dengan wazan istisna“ al- yastasniu’. Dengan demikian

istilah istisna“ ini memiliki arti meminta dibuatkan sesuatu atau pemesanan
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sesuatu.® Jual beli istisna ‘ dapat dipahami secara literal artinya yaitu transaksi
jual beli dalam bentuk pemesanan suatu barang.

Secara terminologi jual beli istisna® adalah jual beli dalam bentuk
pemesanan untuk pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi dan persyaratan
yang telah disepakati. Namun ada juga yang mengartikan akad istisna“ ini
sebagai akad untuk membelikan barang yang akan dibuat untuk sesorang dengan
tipe dan model tertentu, sehingga akad istisna “ ini barang yang menjadi objek
jual beli adalah barang barang buatan yang akan dibuat atau dihasilkan oleh
pihak penjual sesuai permintaan pembeli.3!

Secara umum jual beli istisna * adalah bentuk jual beli yang melibatkan
kesepakatan, penjual bertindak sebagai produsen atau pembuat barang sesuai
permintaan pembeli. Dalam perjanjian ini, pembeli mengajukan pesanan barang
dengan spesifikasi tertentu, dan penjual menyanggupi untuk memproduksi
barang tersebut sesuai kesepakatan. Pembayaran atas barang yang dipesan dapat
dilakukan dengan berbagai metode, seperti secara tunai, dicicil, ataupun ditunda
sampai waktu yang telah disepakati bersama.3?

Secara fighiyyah, dalam figh muamalah para ulama menjelaskan bahwa
bai’ istisna * sebagai bentuk khusus (fakhsis) dari jual beli salam, karena dalam
akad ini pembeli memesan barang yang belum tersedia atau belum diproduksi
oleh penjual, dalam prinsip umum jual beli transaksi seharusnya dilakukan atas
barang yang sudah ada dan tersedia. Sedangkan, melakukan transaksi atas
barang yang belum dimiliki atau belum ada (ma’'dum) dilarang dalam syariat
karena mengandung unsur garar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan atau
informasi yang tidak transparan), yang jelas-jelas diharamkan dalam hukum

islam.

30 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figh dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada: 2020), him. 100.

81 Imam Mustafa, Figh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
Cetakan 2, 2022), him. 94.

%2 Rizal Yaya, Aji Erlangga Matawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan
Syari’ah: Teori dan Praktek Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2020) him.211.
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Di kalangan sebagian fugaha berpendapat bahwa akad jual beli istisna “ ini,
memiliki berbagai perspektif, menurut ulama Hanafiyah jual beli istisna  adalah
akad untuk sesuatu yang tertanggung dengan syarat mengerjakannya, sehingga
apabila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian membuat
sesuatu, “buatkan untukku sesuatu barang dengan harga sekian”, dan orang
tersebut menerimanya, maka akad bai’ istisna * telah terjadi dalam pandangan
mazhab ini.®

Menurut mazhab Malikiah, jual beli istisna“ yaitu transaksi dengan
pembayaran harga transaksi terlebih dahulu sedangkan barang pesanan akan
diserahkan di kemudian hari setelah pembuatan barang selesai dilakukan oleh
pihak penjual sesuai dengan pesanan pembeli.3*

Menurut ulama Syafi’iyah, jual beli istisna * adalah salah satu bentuk akad
salam, dengan demikian akad ini boleh dijalankan apabila memenuhi berbagai
persyaratan salam. Jika syarat-syarat trsebut tidak terpenuhi, maka akad istisna
dianggap tidak sah atau batil.®

Menurut ulama Hanabilah, jual beli iszisna “ adalah jual beli barang yang
dimilikinya yang tidak termasuk dalam akad salam. Dalam hal ini akad istishna’
disamakan dengan jual beli pembuatan, ulama Hanabilah membolehkan akad ini
karena adanya kebutuhan (hajah) yang mendesak dalam masyarakat dan karena
bentuknya yang lazim terjadi dalam praktik perdagangan. 3¢

Di kalangan ulama kontemporer, Wahbah Zuhaili mengemukakan istisna
yaitu seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian,

yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan

33 Mardani, Ayat-ayat dan Hak Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), him.
62.

3 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021), him.146.

% Sudarto, Fikih Muamalah, (Jawa Timur: WADE, 2024), him. 23.

% Abdul Aziz, Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah,
(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), him. 244.
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barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.*’

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa jual beli istisna * sebagai bentuk
jual beli khusus, dalam hal ini pembeli bertindak sebagai pihak pemesan
memiliki hak untuk menyampaikan secara rinci spesifikasi barang yang
diinginkan, dan harus dikomunikasikan dengan pihak penjual agar barang yang
dibutuhkan dapat disanggupi untuk dibuat sesuai orderan tersebut.

Dalam akad jual beli istisna ‘, pihak pembeli memiliki kesempatan untuk
memesan barang tertentu yang dibutuhkannya, meskipun barang tersebut belum
tersedia di pasaran. Barang tersebut termasuk dalam kategori mal gimi, yaitu
barang yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan karena tidak memiliki
standar harga tetap di pasar.dalam transaksi ini, penjual dan pembeli dapat
menyepakati waktu penyerahan barang yang akan diproduksi oleh penjual.
Selain itu, kedua belah pihak juga memiliki kebebasan dalam menentukan
mekanisme pembayaran, baik yang dilakukan secara tunai, cicilan, atau panjar,
yang bisa digunakan oleh penjual sebagai modal awal proses produksi.

Berdasarkan definisi ini, istisna“ memiliki perbedaan dengan akad salam
meskipun keduanya termasuk dalam kategori jual beli pesanan. Namun, syarat-
syarat dalam jual beli salam lebih ketat dibandingkan istisna - sebagaimana akan
dijelaskan lebih lanjut pada bagian rukun dan syarat. Perbedaan mendasar
lainnya, yaitu dalam istisna - pembayaran tidak harus dilakukan secara penuh di
awal, karena pembeli diperbolehkan membayar secara bertahap setelah
memberikan uang muka. Selain itu penjual (sani’) dalam akad iszisna - memiliki
keleluasaan waktu dalam menyelesaikan barang pesanan, karena tidak
diwajibkan untuk menetapkan waktu penyerahan secara pasti sejak awal. Barang
yang dipesan pun tidak harus merupakan barang yang tersedia di pasar, sehingga

objek transaksi dalam istisna ‘ termasuk mal gimi bukan mal mistli 38

37 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020), him.
101.
38 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021), hIm.155.
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Adapun dasar hukum jual beli istisna“ dalam konsep figh muamalah
sebagai dasar kebolehan melakukan transaksi yang telah diinstibatkan dari dalil-
dalil yang bersifat umum. Kebolehan melakukan bai’ istisna “ didasarkan pada
ayat al-Quran dan Hadits, yang penulis kutip sebagai dalil untuk menggunakan
jual beli istisna ‘, yaitu:

Q.S. Al- Bagarah: 282:
s, 6 580 At JRT ) iy a3 5l G el
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

Ayat ini menegaskan pentingnya menuliskan perjanjian ketika terjadi
penundaan penyerahan barang atau pembayaran, serta menetapkan waktu yang
jelas. Dalam ayat tersebut hanya dijelaskan tentang hukum jual beli yang tidak
menegaskan secara eksplisit tentang akad bai’ istisna ‘, yang lazimnya dilakukan
transakis meskipun barang belum ada saat akad, dan biasanya penyerahan dan
pembayaran ditunda, sehingga sangat relavan dengan isi ayat ini.

Berikutnya hadits yang menjadi dasar hukum penting terhadap
kebolehan menggunakan akad bai’ istisna  dan dapat diimplementasikan dalam

transaksi bisnis dalam orderan tertentu.

@

s omedh g i 0 gasl slog e B0 o 0 STk 5 Jie 22
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Artinya: Dari Sahal r.a bahwa Nabi Saw, menyuruh seorang wanita muhajirin
yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata
kepadanya "perintahkanlah budakmu agar membuat mimbar untuk
kami". Lalu, wanita itu memerintahkan budaknya. Kemudian, budak
itu pergi mencari kayu di hutan dan membuat mimbar untuk beliau".
(H.R.Bukhari).

%9 Q.S. Al- Bagarah (2) : 282
40 Al-Imam, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asgalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari,
Terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2024), him. 100.
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Pada hadits ini Rasulullah memesan mimbar untuk masjid di Madinah
dari seorang budak yang dimiliki oleh seorang perempuan dari kalangan
muhajirin dan budak tersebut memiliki keahlian dalam hal pertukangan kayu,
sehingga dari hadits ini Rasulullah secara langsung bertransaksi dengan pihak
penjual yaitu wanita muhajirin untuk membuat mimbar yang akan dikerjakan
oleh budak miliknya.

Hadis selanjutnya yang menjadi dasar hukum tentang kebolehan
menggunakan akad bai’ istisna * yaitu

r;&;j\L’;;;ﬁi;éfsﬁb\frww&s&méSﬁ&qﬁ\fjgﬁg;
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Artinya: Dari Anas ra sesungguhnya Nabi Saw pada suatu hari hendak
menuliskan surat kepada seorang raja non Arab. Lalu dikabarkan
kepada beliau "maka beliaupun memesan agar ia dibuatkan cincin
stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan "seakan-akan sekarang
ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau"”
(H.R.Muslim)

Dalil ini menunjukkan sebagai bentuk hadis fi /i atas perbuatan Nabi yang
memesan cincin sebagai stempel, Tindakan Nabi tersebut menjadi landasan
bahwa akad bai’ istisna‘ termasuk transaksi yang diperbolehkan.#* Dalam
sebuah hadis, Anas meriwayatkan bahwa pada masa itu telah dikenal
penggunaan cap atau stempel dalam surat-menyurat. Karena kebutuhan itu,
Rasulullah kemudian memesan sebuah stempel berbentuk cincin yang terbuat
dari perak. Hadis fi’li ini menunjukkan praktik langsung Rasulullah dalam
melakukan pemesanan barang yang masuk dalam kategori akad istishna.
Berdasarkan riwayat ini pula, jual beli istishna mendapatkan legitimasi hukum
sebagai salah satu bentuk transaksi yang sah, sebab memiliki dasar nash berupa

hadis fi /i yang disampaikan oleh Anas.

4 Ganawiah, Figh Muamalah: Menggagas Pemahaman Figh Kontemporer,
(YYogyakarta: K-Media, 2020), him. 52.
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Berdasarkan ayat dan hadis di atas yang merujuk perbuatan Nabi tentang
transaksi istisna® yang dapat dijadikan sebagai hujjah tentang kebolehan
menggunakan akad bai’ istisna‘ sebagai model transaksi dalam bentuk
pemesanan suatu objek tertentu dalam jual beli khususnya untuk barang yang
belum ada dalam transaksi jual beli disaat akad telah dilakukan oleh kedua
pihak. Dengan demikian akad ini dikhususkan pada transaksi jual beli yang

membutuhkan waktu untuk pengerjaan suatu objek tertentu.

B. Rukun dan Syarat Bai’ Istisna
Pada transaksi jual beli istisna , para fugaha telah menetapkan hukum dan

syara’ sebagai pedoman penting dalam mengindentifikasi perbuatan hukum.

Transaksi istisna* memiliki aspek hukum yang menarik bagi semua pihak,

terutama karena objek transaksi belum tersedia pada saat pesanan dilakukan.

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat yang ditetapkan, para pihak dapat

memastikan bahwa mereka akan melaksanakan seluruh kewajiban dan

memperoleh hak-hak mereka sebagai konsekuensi dari perbuatan hukum
tersebut. Rukun jual beli istisna“ yang telah ditentukan oleh para fugaha
mencangkup beberapa hal yang harus dipastikan yaitu:

1. Mustasni ‘(pemesan), yaitu salah satu pelaku akad dari pihak yang
memesan barang yang dibutuhkan. Pembeli diisyaratkan sudah akil baligh
dan tidak sedang dalam keadaan gila.

2. Sani” (penjual), yaitu pelaku akad dari pihak yang menerima pesanan.
Penjual dapat menyerahkan barang saat sebelum waktu yang dijanjikan
tanpa mengurangi Kkualitas serta kuantitas barang. Penjual memiliki
kewajiban menyerahkan barang sesuai pada waktu yang disepakati. Penjual
tidak bisa menuntut mengenai biaya tambahan ataupun bonus apapun untuk
pengiriman yang dipercepat.*?

3. Masnu’ (objek/barang yang dipesan), yaitu barang atau jasa yang

42 Rizal Yahya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer,
(Jakarta: Salemba, 2020), him. 254.
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spesifikasi dan harga telah disepakati para pelaku akad.

4. Sighat (ijab dan kabul), ijab adalah perkataan dari pihak pemesan dan
gabul adalah perkataan yang menjadi jawaban dari pihak yang membuat
pesanan untuk menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas hak dan
kewajibannya.*?

5. Objek akad berupa barang yang akan dibuat dan diserahkan, sedangkan
modalnya berupa harga. Barang atau benda yang diakadkan, yang disebut
al-mahal, termasuk rukun kedua dalam akad ini. Oleh karena itu, objek
dalam akad ini terbatas pada barang-barang yang memang harus diproduksi
atau diadakan terlebih dahulu.

Sebagian ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa ketentuan
mengenai objek akad dalam istisna ‘ tidak hanya terbatas pada wujud barang,
karena pada praktiknya barang tersebut belum tersedia dan masih memerlukan
waktu untuk diproduksi, karena itu, menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi
inti objek akad adalah adanya shighat (ijab dan gabul) yang mewajibkan pihak
pembuat untuk melaksanakan pembuatan barang sesuai spesifikasi yang telah
ditentukan serta disepakati dalam akad.**

Menurut pandangan para imam mazhab, diperbolehkannya akad istisna"
meskipun berbeda dengan betuk jual beli pada umumnya didasarkan pada
kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang tertentu yang tidak tersedia di
pasaran. Praktik transaksi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menja
‘urf (kebiasaan) di tengah masyarakat muslim. Oleh karena itu, para fugaha
menjadikannya sah dengan merujuk pada hadis yang termasuk kategori hadits
fi’li sebagai landasan hujjah. Akad istisna® pun dinilai sah sebagai bentuk
transaksi dalam kegiatan muamalah, selama tetap memperhatikan kepastian

hukum melalui pemenuhan rukun dan syarat ditetapkan agar praktik tersebut

43 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), him. 97.
4 Muhammad Yazig, Figh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2020), him.
61.
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dijalankan secara benar.
Ketentuan jual beli merupakan syarat yang dilakukan oleh dua pihak yang
setuju untuk mengadakan suatu transaksi. Jual beli dianggap sah bila sudah
terpenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat dalam jual beli iszisna “ antara lain:
1. Akad istisna“ harus dilakukan oleh orang yang berakal dan orang
dewasa (baligh).

2. Akad harus dilakukan secara sukarela (ridha) seta para pihak yang terlibat
tidak boleh melakukan pelanggaran kesepakatan.

3. Pihak yang dimintai (sani’) untuk membuat sesuatu telah menyatakan
kesediaannya untuk memenuhi permintaan pemesan.

4. Barang sebagai objek pesanan (masnu‘) mempunyai karakteristik seperti
jenis, ukuran, dan jumlah yang secara jelas bisa menentukan desain barang.

5. Barang/benda pesanan (masnu ‘) tidak memunculkan kerugian serta tidak
termasuk yang dilarang oleh syara’ (haram, Samar/ tidak jelas, najis).*®

Apabila rukun dan syarat untuk melakukan transaksi akad istisna‘ telah
terpenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka akad istisna * tidak dapat
dibatalkan. Kedua belah pihak dalam perjanjian harus memenuhi hak dan

kewajibannya.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Bai’ Istisna |
Dalam transaksi jual beli istisna’, terdapat hak dan kewajiban masing-

masing pihak, baik penjual maupun pembeli, sebagaimana halnya pada praktik
jual beli pada umumnya. Hak dan kewajiban yang terjalin antara para pihak
dalam transaksi, termasuk dalam jual beli istisna ‘.

Dalam jual beli istisna ‘, pihak penjual memiliki hak dan kewajiban yang
menjadi tanggungan pihak penjual dalam transaksi jual beli istisna * ini yaitu:
1. Menyediakan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang telah

ditentukan oleh pembeli.

4 Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna”, Jurnal Riset
Akutansi dan Bisnis, Vol. 13 No. 2 2023, him. 214.
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Pada akad istisna‘, pembeli memiliki tanggung jawab untuk
menyampaikan rincian spesifikai barng yang dipesan secara jelas kepada
pihak penjual. Hal ini sangat penting agar pihak produsen dapat memahami
dengan tepat kebutuhan pembeli dan menghasilkan barang sesuai
permintaan. Kejelasan spesifikasi objek menjadi sangat penting karena hal
ini merupakan keinginan pembeli yang harus diwujudkan oleh pihak
pembuat.

Menjamin bahwa barang yang diproduksi bebas dari cacat dan berfungsi
sebagaimana mestinya.

Penjual atau pembuat dalam jual beli istisna“ berkewajiban
memastikan bahwa barang yang diproduksi tidak memiliki kecacatan yang
dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang dimaksudkan
pembeli. Jaminan atas kualitas ini merupakan bentuk jaminan atas kualitas
ini merupakan bentuk tanggung jawab penjual dalam memenuhi amanah
dan kepercayaan yang diberikan oleh pembeli selama proses produksi
berlangsung.

Menyerahkan barang yang telah dipesan tepat waktu sesuai dengan jadwal
yang telah disepakati

Pihak penjual harus menyelesaikan proses pembuatan dan
menyerahkan barang kepada pembeli dalam waktu yang telah ditentukan
pada saat akad berlangsung. Dengan adanya batas waktu yang jelas, penjual
juga memiliki target penyelesaian produksi yang terarah dan profesional.
Memperoleh pembayaran harga sebagai bentuk modal dan keuntungan dari
proses transaksi jual beli istisna * tersebut

Dalam akad istisna ‘, pembayaran dari pembeli bukan hanya sebagai
pelunasan atas pesanan tersebut, tetapi juga sebagai modal usaha untuk
memproduksi pesanan tersebut. Keuntungan penjual berasal dari selisih
antara harga jual (yang disepakati dalam akad) dan biaya produksi nyata.

Adapun hak dan kewajiban yang menjadi tanggungan pihak pembeli
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dalam jual beli istisna * yaitu:

1. Berhak menerima objek istisna * sesuai dengan spesifik yang telah disepakati
dalam akad.

2. Berhak menerima objek istisna * sesuai dengan waktu dan tempat yang telah
disepakati dalam akad.

3. Berhak memilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan istishna
apabila terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang
diperjanjikan.

4. Wajib melakukan pembayaran (pokok dan biaya lain) atas objek istisna
sesuai yang disepakati dalam akad.

5. Wajib mengetahui dan menerangkan spesifikasi objek istisna  secara jelas.*6

Berdasarkan penjelasan hak dan kewajiban pada transaksi jual beli
istisna ‘- antar pihak penjual dan pembeli tersebut maka dapat diketahui bahwa
ketersedian barang menjadi unsur yang sangat penting dalam akad tersebut. Hal
ini dikarenakan pihak penjual memiliki tanggung jawab untuk memproduksi
atau menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak.

D. Sistem Payment pada Akad Bai’ Istisna
Dalam dunia bisnis dan keuangan Islam, akad jual beli istisna

merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang digunakan dalam transaksi
pemesanan barang yang dibuat terlebih dahulu sesuai spesifikasi yang disepakati
antara pemesan dan penjual.

Penentuan harga barang dan pembayaran adalah salah satu aspek penting
dalam akad istisna ‘. Harga harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak
sebelum produksi dimulai. Harga ini harus mencangkup biaya produksi,
presentase keuntungan penjual, dan seluruh komponen biaya terkait.

Pembayaran juga harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pemesan

46 Evan Hamzah Muchtar, Corporate Governance Konsep dan Implementasinya pada
Emitmen Saham Syariah (Bandung: CV Adanu Abimata, 2021), him. 118.
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memiliki kewajiban untuk membayar harga sesuai dengan yang disepakati, dan
penjual harus menerima pembayaran tersebut sesuai dengan perjanjian.

Istisna * memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun dalam akad
istisna‘® pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali
(termin) atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu. Biasanya istisna "
diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi dengan kontrak
pembelian barang melalui pesanan (order khusus). Pembeli menugasi produsen
(al sani’) untuk menyedikan al-masnu’ (barang pesanan), sesuai spesifikasi
yang disyaratkan pembeli (al-mustasni’) dan menjualnya dengan harga yang
telah disepakati.*’

Sistem pembayaran pada akad istisna  sangat fleksibel dan disesuaikan
dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketentuan pembayaran dapat
dibuat secara bebas selama tetap mengikuti prinsip keuangan syariah, yaitu tidak
mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, atau ketidakadilan. Oleh karena
itu, penting bagi kedua pihak untuk menjelaskan waktu, jumlah, dan cara
pembayaran sejak awal agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Pembayaran dapat disepakati untuk dilakukan seluruhnya di awal,
sebagian di awal dan sebagian di akhir, atau dibagi dalam beberapa tahap sesuai
dengan progres pekerjaan atau penyelesaian produk. Hal ini memungkinkan
pemesan untuk memiliki perencanaan keuangan yang lebih terstruktur, dan
produsen pun memiliki kepastian atas pemasukan dana yang digunakan dalam
proses produksi.

Dalam akad istisna ‘, kejelasan informasi mengenai pembayaran tidak
hanya penting untuk mencegah perselisihan, tetapi juga merupakan bagian dari
prinsip transparansi dalam muamalah maliyah. Selain itu, sistem pembayaran ini
juga dapat mempertimbangkan kondisi masing-masing pihak, seperti
kemampuan keuangan, durasi proyek, dan kesepakatan mengenai waktu

47 Sri Nurhayati, Akutansi Syariah di Indonesia (Jakarta Selatan: Salamba Empat,
2023), him. 86.
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penyelesaian. Selama tidak bertentangan dengan hukum syariah, bentuk dan
waktu pembayaran dapat dirundingkan secara bebas. Inilah yang menjadikan
akad istisna * sebagai salah satu akad yang fleksibel dan cocok diterapkan dalam

kegiatan ekonomi modern, terutama di sektor produksi dan pembangunan.

E. Pembatalan Sepihak pada Akad Bai’ Istisna ‘ dan Akibat Hukum Bagi
Para Pihak

Praktik jual beli dengan menggunakan akad istisna‘, umumnya pihak
pembeli akan memberikan uang muka atau down payment sebagai dana awal
bagi pihak penjual. Dana awal ini digunakan untuk mempersiapkan kebutuhan
produksi atas barang yang dipesan. Barang yang diperjualbelikan dalam akad
istisna‘ umumnya merupakan barang yang belum ada atau belum tersedia
secara langsung, melainkan harus diproduksi terlebih dahulu sesuai dengan
permintaan dan spesifikasi khusus yang ditetapkan oleh pembeli. Dalam
bermuamalah, penting memahami bahwa praktik transaksi tidak selalu berjalan
sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi
persoalan yang berujung pada adanya pembatalan yang dilakukan secara
sepihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan
perjanjian atau yang disebut dengan melakukan pembatalan sepihak , maka
perbuatan ini termasuk dalam wanprestasi. Seperti yang dijelaskan dalam surah
An-Nahl ayat 91:

e ) gl 85 S s I sl ¥ B 19 ) 2y 1515
Q1) el il &) Sk

Artinya : “Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah
kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan

kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu).
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap janji dan akad yang dibuat harus
dipenuhi, serta melarang membatalkannya setelah akad tersebut disepakati,

karena allah dijadikan saksi atas perjanjian itu. Dalam akad jual beli istisna ",

48 Q.S. An Nahl (16) : 91
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akad ini menjadi dasar bahwa kontrak pesanan yang dibuat antara pejual dan
pembeli bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan sec ara sepihak tanpa
alasan yang sah. Jika salah satu pihak melakukan pembatalan secara sepihak,
maka tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an, selain
menimbulkan dosa karena melanggar janji, pembatalan sepihak juga berakibat
hukum.

Apabila pembatalan sepihak tetap dilakukan tanpa persetujuan, maka
akan timbul akibat hukum yang merugikan, dan perbuatan atau tindakan tersebut
dapat dikategorikan sebagai perihal perbuatan yang menyalahi ketentuan hukum
atau perbuatan melawan hukum, karena di dalamnya mengandung unsur
wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian kedua pihak yang dirugikan. Dan
apabila perjanjian tersebut dibatalkan tanpa alasan yang jelas dan tanpa
persetujuan kedua belah pihak, maa piak yang merasa dirugikan berhak
menuntut ganti rugi kepada pihak yang membatalkan sepihak. Hal ini cukup
penting karena dampak yang timbul dari tindakan tersebut dapat menimbulkan
kerugian yang cukup besar bagi pihak yang dirugikan.

Pada perjanjian jual beli istisna‘, apabila terjadi wanprestasi seperti
pembatalan sepihak dalam perjanjian, maka pihak yang dirugikan akibat
wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau
ingkar janji. Selain itu, pembatalan sepihak ini dapat berdampak pada reputasi
dan hubungan antar pihak terkait.*® Sesuai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa pihak dalam satu akad yang telah
melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut:

Membayar ganti rugi
Pembatalan akad
Peralihan resiko

Denda dan

Membayar biaya perkara

agrwnE

9 Yulia Dewitasari, “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila
Terjadi Pembatalan” Journal llmu Hukum, Vol 03 No. 2 / Januari 2023, him.4.
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Apabila suatu perjanjian dibatalkan secara sepihak, sedangkan isi atau
ketentuan dari perjanjian tersebut sama sekali belum dijalankan oleh kedua
belah pihak, maka pembatalan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum
apapun. Keadaan tersebut hanya menempatkan para pihak kembali pada posisi
semula, seolah-olah tidak pernah ada perjanjian yang dibuat atau disepakati di
antara mereka.>°

Mengenai penentuan siapa yang menanggung risiko ketika terjadi
pembatalan atau ingkar janji dalam akad istisna , hal ini ditentukan berdasarkan
pihak mana yang melakukan wanprestasi. Apabila penjual (Sani’) gagal
memenuhi kewajiban, misalnya tidak mampu menyerahkan barang sesuai
waktu, spesifikasi, atau kualitas yang telah ditetapkan, maka risiko dan kerugian
ditanggung oleh penjual. Dalam kondisi ini, penjual wajib mengembalikan uang
muka atau pembayaran yang telah diterima, bahkan pembeli berhak menuntut
ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.>

Sebaliknya, jika pembeli (Mustasni ) membatalkan akad secara sepihak
tanpa alasan yang sah, maka risiko kerugian dibebankan kepadanya. Penjual
berhak menahan uang muka yang telah diberikan sebagai kompensasi atas biaya
produksi yang telah dikeluarkan, bahkan dapat menuntut tambahan ganti rugi
jika biaya yang keluar lebih besar dari uang muka tersebut. Namun, dalam
keadaan darurat atau force majeure, seperti bencana alam, peperangan, atau
kebijakan pemerintah yang menghalangi produksi barang, maka risiko dapat
ditanggung bersama dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara musyawarah
dari kedua belah pihak. Dengan demikian, prinsip dasar dalam akad bai’ istisna
adalah bahwa pihak yang wanprestasilah yang menanggung risiko, sedangkan
apabila timbul hal di luar kemampuan kedua belah pihak, maka risiko

ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

0 Gerry R. Weydekamp, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan
Melawan Hukum ", (jakarta: Sinar Grafika, 2020), him. 153-156.

51 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr,
2020), him. 567.
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PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ORDER MATERIAL
BANGUNAN DI PEUKAN BADA MENURUT AKAD BAI’ ISTISNA'*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kecamatan Peukan Bada

Kecamatan Peukan Bada merupakan salah satu dari 23 kecamatan yang
berada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Secara geografis, wilayah ini
terletak di pesisir barat Aceh dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia
di bagian barat. Lokasi Peukan Bada relatif strategis karena berdekatan dengan
Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, sehingga aktivitas masyarakatnya
cukup dinamis.

Salah satu sektor yang berkembang di kecamatan Peukan Bada ini adalah
usaha mebel atau pengolahan kayu, yang memanfaatkan hasil hutan dan kayu
lokal untuk dijadikan perabot rumah tangga. Seperti panglong kayu di
Kecamatan Peukan Bada yang berfungsi sebagai tempat produksi sekaligus
tempat distribusi material bangunan berbahan kayu. Jenis produk yang
dihasilkan antara lain kusen pintu dan jendela, daun pintu, jendela kayu, meja,
kursi, lemari serta berbagai komponen interior dan eksterior bangunan lainnya.
Produk-produk tersebut pada umumnya tidak diproduksi dalam jumlah besar,
melainkan dibuat berdasarkan pesanan konsumen sesuai dengan spesifikasi
tertentu, baik dari segi ukuran, desain, jenis kayu maupun waktu penyelesaian.

Panglong kayu ini menjadi salah satu usaha bisnis yang berkembang di
Kecamatan Peukan Bada karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan
perabot dengan kualitas yang baik namun tetap terjangkau. Selain itu, lokasi
yang berada tidak terlalu jauh dari pusat Banda Aceh yang menjadikan panglong
ini memiliki peluang pasar yang lebih luas. Keberadaan jasa ini menunjukkan
adanya potensi industri kreatif berbasis sumber daya lokal yang tumbuh dan

berkembang di Aceh Besar.
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Salah satu panglong kayu yang berada di Kecamatan Peukan Bada yaitu
UD Harkat Perabot yang beroperasi di wilayah ini sejak tahun 2007. Usaha ini
melayani kebutuhan masyarakat lokal terhadap perabot rumah tangga dan
material bangunan berbahan kayu. Proses pemesanan dilakukan melalui
komunikasi langsung antara konsumen dan pemilik usaha, konsumen
menyampaikan jenis barang yang dibutuhkan, ukuran, jumlah, serta spesifikasi
lainnya. Setelah itu dilakukan kesepakatan mengenai harga, waktu penyelesaian,
dan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi pemesanan.>

Pada sistem operasional bulanannya, UD Harkat Perabot memperoleh
omset kotor sekitar Rp50.000.000,- per bulan. Setelah dikurangi biaya produksi
dan operasional, usaha ini memperoleh pendapatan bersih sekitar
Rp10.000.000,- per bulan. Skala usaha ini termasuk dalam kategori usaha kecil
menengah yang melayani konsumen individu dan developer berskala kecil.>3

Proses produksi pada panglong kayu ini dimulai dari pengadaan bahan
baku kayu, pemilahan kualitas kayu, pemotongan sesuai ukuran pesanan,
perakitan produk hingga tahap finishing berupa penghalusan dan pengecatan.
Setelah produk selesai dibuat, barang disimpan sementara sebelum diambil oleh
konsumen atau dikirim ke alamat yang telah disepakati. Proses ini berlangsung
secara bertahap sesuai jenis dan jumlah pesanan.

UD Harkat Peurabot juga mempekerjakan beberapa tenaga kerja dengan
pembagian tugas meliputi bagian bidang pengolahan kayu, perakitan meubel,
finishing hingga pemasaran produk. Pemilik usaha juga berperan dalam
mengoordinasikan proses produksi, mencatat pesanan serta berkomunikasi
dengan konsumen. Secara langsung kepada konsumen yang sedang membangun
rumah pribadi. Namun, seiring dengan perkembangan usaha dan meningkatnya

permintaan pasar, perusahaan ini kemudian memperluas jaringan kerjanya

52 Hasil Wawancara dengan Bukhari, Pemilik UD Harkat Perabot, Pada Tanggal 11
Oktober 2025, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.
53 |bid.
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dengan menjalin kerja sama dengan pihak developer. Bentuk kerja sama ini
memberi peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk memasarkan
produknya dalam skala yang lebih luas.

Selain CV Harkat Perabot, terdapat pula usaha lain yang bergerak di
bidang serupa, yaitu CV Hidayatullah Perabot yang berada di Kecamatan
Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Perusahaan ini berdiri
pada tahun 2009 dan juga berfokus pada penyediaan produk kayu serta perabot
rumah tangga. CV Hidayatullah Perabot ini melayani pemesanan dalam jumlah
besar, terutama untuk proyek pembangunan perumahan, sekolah, dan fasilitas
kesehatan. Proses pemesanan dilakukan melalui komunikasi antara pemilik
usaha dan pihak pemesan seperti developer dan kontraktor. Kesepakatan
meliputi jumlah barang, spesifikasi teknis, harga, jadwal penyelesaian, dan
pembayaran uang muka.

Dalam satu bulan, UD Hidayatullah Perabot memperoleh omset kotor
sekitar Rp80.000.000,- per bulan dengan pendapatan bersih yang dapat
mencapai sekitar Rp30.000.000,- per bulan. Tingginya omset tersebut
dipengaruhi oleh stabilitas orderan dari mitra kerja serta volume pesanan yang
relatif besar dan berkelanjutan. Dalam pengerjaannya UD Hidayatullah Perabot
memperkerjakan sebanyak lima karyawan yang memiliki tugas sesuai
keahliannya yaitu dimulai dari pengadaan bahan baku, pemotongan, perakitan,
finishing, hingga pengemasan dan pengiriman ke lokasi proyek. Sistem Kkerja
disusun secara terstruktur dengan pembagian tugas meliputi bagian produksi,
finishing, pengemasan, logistik serta administrasi pesanan.>

Sistem pembayaran yang diterapkan pada kedua perusahaan umumnya
pun relatif sama yaitu menggunakan pemberian uang muka down payment di

awal pemesanan. Setelah barang selesai diproduksi dan diserahkan kepada

>4 Hasil wawancara dengan Ramli, Pemilik UD Hidayatullah Perabot, pada tanggal 13
Oktober 2025 di Kec. Peukan Bada, Aceh Besar.
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konsumen, maka dilakukan pelunasan. Pembayaran ini dinilai cukup membantu
perusahaan dalam menjaga perputaran modal dan menjamin adanya kepastian
transaksi, dan sistem perjanjian yang berlaku antara kedua perusahaan dengan
mitra bisnis maupun konsumen dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis.
Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin lebih mengandalkan asas
kepercayaan trust-based transaction.

Hubungan antara pihak panglong kayu dan pihak pemesan dalam
praktiknya dibangun atas dasar kesepakatan mengenai jenis barang, jumlah,
spesifikasi, harga, waktu penyelesaian serta tata cara pembayaran. Kesepakatan
tersebut umumnya dilakukan secara langsung dan bersifat sederhana, baik
secara lisan maupun melalui catatan pesanan. Pola hubungan hukum yang
demikian membentuk kerangka kerja sama antara para pihak dalam pelaksanaan
perjanjian pemesanan material bangunan berbahan kayu di Kecamatan Peukan
Bada.

B. Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pemesanan Material Bangunan
dan Dampak Kerugiannya terhadap Pemilik Panglong Kayu di Kec.
Peukan Bada

Hubungan hukum dalam kegiatan usaha pemesanan material bangunan,
khususnya antara pemilik panglong kayu dan konsumen, pada umumnya
berbentuk kesepakatan para pihak yang dilandasi oleh asas kepercayaan dan
itikad baik. Kesepakatan tersebut sering kali dilakukan secara lisan tanpa
perjanjian tertulis, namun tetap menimbulkan akibat hukum yang mengikat
selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam hukum
perdata dan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, perjanjian yang
dibangun di atas dasar kepercayaan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang
diharapkan. Dalam berbagai kasus, salah satu pihak tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, sehingga menimbulkan

wanprestasi yang berdampak langsung terhadap pihak lainnya.
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Kontrak kerja antara pemilik panglong kayu dan konsumen pada
umumnya berbentuk perjanjian pemesanan barang tertentu yang belum ada pada
saat akad dilakukan dan harus diproduksi terlebih dahulu oleh pihak panglong
kayu sesuai permintaan konsumen.> Dalam perspektif figh muamalah, bentuk
perjanjian ini termasuk dalam kategori akad bai ‘ istisna ‘, yaitu akad pemesanan
barang dengan spesifikasi tertentu yang akan dibuat oleh penjual dan diserahkan
kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati. Proses terjadinya perjanjian
biasanya diawali dari adanya permintaan konsumen terhadap produk tertentu,
seperti kusen pintu, daun pintu, jendela, atau perabot kayu rumah tangga
lainnya dengan menyebutkan™ spesifikasi yaitu jenis kayu, ukuran, desain,
jumlah unit, kualitas finishing, serta waktu penyelesaian. Setelah dilakukan
negosiasi harga dan waktu pengerjaan, konsumen menyerahkan uang muka
sebagai tanda jadi sekaligus sebagai modal awal produksi bagi pihak panglong
kayu. %6

Dalam setiap pengerjaan pada panglong kayu ini, praktisnya pihak
manajemen panglong kayu akan memperolen gambaran lengkap tentang
kebutuhan pihak konsumennya, mulai dari bentuk, desain, jenis material yang
akan digunakan, ukuran materialnya, hingga ukuran dari produk yang akan
dihasilkan. Hal ini dikarenakan kebutuhan masing-masing konsumen pasti
berbeda, demikian juga pada pengaplikasiannya juga berbeda. Maka untuk
memastikan hasil produk yang akan dihasilkan nanti sesuai dengan espektasi
pihak konsumen, maka pihak manajemen panglong kayu harus menerima desain
lengkap yang memberikan gambaran pekerjaan yang akan dilakukan secara
keseluruhan. Hal tersebut harus sudah pasti pada saat kontrak dilakukan supaya

tidak terjadi komplain dan ketidakpuasan pihak konsumennya.

55 Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-21, (Jakarta: Intermasa, 2020), him. 45.
56 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz V, (Damaskus: Dar al-Fikr,
2020), him. 3426.
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Selanjutnya setelah deal dicapai antara konsumen dengan manajemen
panglong kayu maka selanjutnya pihak panglong kayu akan mengkalkulasi
biaya atau nilai produk yang dihasilkan, yang mencakup biaya dari material
yang merupakan bahan yang akan digunakan untuk pengerjaan orderan
konsumennya, biaya operasional yang merupakan upah pihak pekerja dan
keuntungan yang akan diperoleh pihak manejemen bengkel las ini. Menurut
owner panglong kayu UD Harkat Perabot yang beralamat di Kecamatan Peukan
Bada setiap perhitungan pekerjaan orderan ini biasanya dikalkulasikan dalam
jumlah meteran. Sehingga biaya yang akan ditetapkan merupakan perhitungan
setiap meter dari produk panglong kayu ini.

Misalnya untuk daun pintu yang menggunakan kayu Meranti (Shorea sp)
ukuran 80x210 c¢cm,*” maka harganya relatif lebih mahal bila menggunaka kayu
seperti Meranti (Shorea sp) dengan ketahanan dan keindahan lebih bagus.

Untuk memastikan pesanan pihak konsumen maka pihak pemilik
panglong kayu akan meminta uang muka kerja (DP/down payment). Dana
tersebut sangat penting untuk mengikat pihak pemesan terhadap kepastian
orderan produk panglong kayu ini, sehingga pihak panglong kayu dapat
memperkerjakan karyawannya untu memenuhi orderan tersebut. Selain untuk
mengikat konsumen, uang DP. tersebut juga penting sebagai modal untuk
membeli material yang akan digunakan untuk pengerjaan produk.®

Namun dalam realitasnya pemesanan produk orderan ini, beberapa pihak
panglong kayu mengakui bahwa ada konsumen yang tidak memenuhi kontrak
yang telah dibuat, hal ini dilakukan oleh pihak konsumen dengan membatalkan

57 Menurut Bukhari, pemilik panglong kayu UD Harkat Perabot, bahwa kayu Shorea sp
(Meranti) adalah enis kayu serbaguna yang populer untuk konstruksi, furnitur, panel, pintu, dan
jendela karena kekuatan, daya tahan, dan tampilannya yang bervariasi (meranti merah, putih,
kuning). Kayu ini memiliki serat halus, tahan rayap, mudah dikeringkan, dan banyak dipasok
dari Kalimantan dan Sumatera, menjadikannya bahan baku penting bagi industri kayu olahan
seperti di panglong-panglong.

% Hasil wawancara dengan Bukhari, pemilik panglong kayu UD Harkat Perabot, pada
tanggal 20 Agustus 2025 di Kec. Peukan Bada, Aceh Besar.
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secara sepihak perjanjian orderan material bangunan di panglong kayu. Pada
kasus ini peneliti temui di panglong kayu UD Harkat Perabot bahwa pihak
pemilik panglong kayu menyatakan orderan konsumen berisial NH telah
dikerjakan secara tuntas. Adapun produk yang diorder adalah daun pintu dan
kusen untuk perumahan yang ada di Blang Bintang , berjumlah 20 unit daun
pintu dan 20 unit kusen. Daun pintu dengan ukuran 80x210 menggunakan kayu
sembarang dan kusen kayu sembarang 100m telah selesai dikerjakan namun
dibatalkan secara sepihak oleh pemesan, dengan tidak memberikan penjelasan
yang jelas. Sehingga tindakan pembatalan secara sepihak ini dapat merugikan
pihak panglong kayu ini. Menurut Bukhari, pemilik panglong kayu hanya
menerima DP sebesar 30% vyaitu sekitar Rp. 6.000.000,- dari total Rp.
20.000.00,- nilai orderan. DP yang hanya 30% dari total biaya hanya cukup
untuk modal pembelian material, sedangkan cost operasionalnya pembuatan
daun pintu dan kusen tersebut tidak cukup sama sekali, sehingga pembatalan
yang dilakukan sepihak ileh NH sangat merugikan pihak panglong kayu ini.>®
Berdasarkan data yang penulis peroleh ~bahwa beberapa kasus
pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak pemesan semuanya disebabkan
oleh pihak pembeli bukan karena faktor wanprestasi yang dilakukan oleh pihak
penjual, sehingga hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak panglong kayu.
Untuk produk-produk yang telah selesai dibuat maka pihak penjual
menghadapi kesulitan dalam menyediakan tempat penyimpanan bahkan untuk
kasus tertentu, pihak pemesana sulit dihubungi oleh pihak manajemen panglong
kayu padahal pengejaan telah selesai dilakukan. Dalam hal ini dilema yang
dihadapi oleh pihak manajemen panglong kayu sangat besar. Menurut
Muammar salah satu seorang karyawan pada panglong kayu di Kecamatan
Peukan Bada menyatakan bahwa pada panglong kayu tempat nya bekerja lokasi
usaha sangat sempit dan juga tidak ada gudang secara khusus untuk menyimpan

5 1bid.
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barang-barang orderan yang telah dibuat untuk jangka waktu lama, sehingga bila
pihak pemesan tidak mengambil produk yang telah selesai dikerjakan maka
pihak manajemen panglong kayu sangat kesulitan untuk menyimpan barang
tersebut karena pihak panglong kayu juga harus membuat orderan-orderan
berikutnya yang membutuhkan tempat kerja yang luas karena secara umum
space yang dibutuhkan sesuai dengan jenis objek orderan. Misalnya untuk
pembuatan lemari maka space yang dibutuhkan jauh lebih besar dibanding bila
pihak manajemen panglong kayu melakukan pengerjaan kusen atau daun pintu
yang dipesan oleh pembelinya.®°

Dalam kasus lainnya yang penulis temui di panglong kayu UD
Hidayatullah yang berlokasi di Kecamatan Peukan Bada, pemilik panglong kayu
bernama Ramli menjelaskan kerugian yang dialaminya akibat pihak pembeli
tidak melunasi kewajiban pembayaran setelah barang pesanan selesai dibuat dan
dipasang di lokasi pada pemesanan jendela, dan juga daun pintu yang berlokasi
di Lampaseh dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,-. Dan pihak pemesan
hanya menyerahkan DP sebesar Rp. 10.000.000,- yang hanya memadai untuk
pembelian bahan material berupa kayu Bayu, setelah orderan dibuat dalam
jangka waktu kurang lebih 2 bulan, setelah selesai selanjutnya dilakukan
pemasangan di lokasi sesuai permintaan konsumen. Namun setelah pemasangn
selesai dilakukan, pihak panglong kayu meminta pelunasan sisa pembayaran
dari ongkos dan material lainnya pada pembuatan jendela dan daun pintu
tersebut yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- namun pihak pemesan tidak memberikan
kejelasan mengenai kewajiban pembyaran tersebut. 6

Pihak panglong kayu mencoba menghubungi dan mencoba berbagai cara
agar pihak konsumen untuk memunuhi isi kesapakatan yang belum sepenuhnya

dilakukan, bahkan pihak panglong kayu telah menambahkan waktu pelunasan

60 Hasil wawancara dengan Muammar, karyawan panglong kayu UD Harkat Perabot,
pada tanggal 21 Agustus 2025 di Kec. Peukan Bada, Aceh Besar.

61 Hasil wawancara dengan Ramli, pemilik UD Hidayatullah Perabot, pada tanggal 25
Agustus 2025 di Kec. Peukan Bada, Aceh Besar.
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sampai 3 bulan, namun upaya tersebut tidak memberikan hasil yang positif
dalam penyelesain kasus wanprestasi ini.

Kedua kasus ini merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan
konsumen pada pemesanan dan pembelian produk secara orderan di panglong
kayu Kecamatan Peukan Bada, Pada kasus pertama pembatalan sepihak
dilakukan ketika barang telah selesai dibuat tetapi belum dipasangkan di lokasi
konsumen, sehingga pihak panglong kayu mengalami kerugian yang masih bisa
diminimalisir karena barang tersebut dalam dijual kembali walaupun dengan
harga lebih murah. Sedangkan pada kasus kedua, pembatalan dilakukan setelah
pekerjaan pembuatan objek orderan telah selesai dilakukan, bahkan pihak
panglong kayu telah melakukan pekerjaan pemasangan daun pintu dan jendela
yang dipesan oleh konsumennya sesuai dengan kesepakatan yang telah
dilakukan pada saat akad orderan ini. Kedua kasus tersebut jelas sangat
merugikan pihak manajemen panglong kagu yang telah berupaya optimal
menyelesaikan pesanan konsumen sesuai item-item kesepakatan.

Untuk menjaga objektivitas penelitian dan memperoleh pandangan yang
lebih berimbang, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak gampong
setempat di Kecamatan Peukan Bada. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Zainuddin, selaku perwakilan pihak gampong di Kecamatan Peukan Bada,
diketahui bahwa praktik pemesanan material bangunan secara lisan masih sering
dilakukan oleh masyarakat dengan berlandaskan kepercayaan dan kebiasaan
setempat, meskipun memiliki kelemahan dari sisi hukum. Dalam beberapa kasus
sengketa, pihak gampong berperan sebagai mediator melalui musyawarah
kekeluargaan, namun penyelesaian sering terkendala karena kurangnya itikad
baik dari konsumen dalam memenuhi kewajiban pembayaran serta tidak adanya
kesepakatan tertulis yang jelas sejak awal transaksi.

Zainuddin menilai secara umum panglong kayu telah menjalankan
pekerjaannya dengan baik, khususnya dalam memenuhi pesanan sesuai

spesifikasi, ukuran, dan waktu penyelesaian yang telah disepakati. Meskipun
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demikian, masih terdapat kelemahan dari sisi administrasi dan pengelolaan
usaha, terutama terkait tidak adanya perjanjian tertulis yang jelas mengenai
sistem pembayaran, besaran uang muka, serta konsekuensi hukum apabila
terjadi pembatalan pesanan. Kondisi ini menyebabkan posisi panglong kayu
menjadi lemah ketika terjadi wanprestasi.

Oleh karena itu, menurut Zainuddin, terjadinya wanprestasi dalam
perjanjian order material bangunan tidak hanya disebabkan oleh kelalaian
konsumen, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem perjanjian yang
disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga diperlukan perbaikan mekanisme
transaksi guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan.®?

Kondisi wanprestasi tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat
multidimensi, karena tidak hanya memengaruhi satu aspek usaha, melainkan
merambat ke berbagai aspek lainnya® Karena kondisi ini berdampak pada
terhambatnya aktivitas produksi dan berpotensi menimbulkan kemacetan
kewajiban keuangan secara menyeluruh, yang pada akhirnya dapat mengancam
stabilitas operasional dan keberlangsungan usaha panglong kayu dalam jangka
panjang.

Dampak wanprestasi tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemilik
panglong kayu sebagai pelaku usaha utama, tetapi juga berpengaruh terhadap
pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan usaha, seperti tenaga kerja dan
pemasok bahan baku.®* Ketidakmampuan pemilik panglong kayu dalam
membayar upah tenaga kerja secara tepat waktu dapat menurunkan
kesejahteraan pekerja serta mengganggu kelancaran proses produksi.
keterlambatan pembayaran kepada pemasok kayu berpotensi dapat merusak

hubungan kerja sama yang telah terbangun dan menurunkan tingkat kepercayaan

62 Hasil wawancara dengan Zainuddin, selaku pihak gampong, pada tanggal 23 Januari
2026, di Kec. Peukan Bada, Aceh Besar.

63 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 2024), him. 89.

6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2020), him. 64.
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antar pelaku usaha. Selain itu, pembatalan sepihak dan tidak adanya pelunasan
pembayaran, memaksa pemilik panglong kayu menanggung risiko penyimpanan
material bangunan yang bersifat khusus dan dibuat sesuai pesanan. Material
tersebut tidak mudah dialihkan kepada konsumen lain, sehingga menambah
beban biaya operasional dan membatasi kapasitas panglong kayu dalam
menerima pesanan baru. Kondisi ini secara langsung memengaruhi perputaran
usaha dan kemampuan pemilik panglong kayu dalam menjaga stabilitas
keuangan.%®

Apabila wanprestasi semacam ini terjadi secara berulang, maka usaha
panglong kayu akan menghadapi tekanan yang semakin berat, mulai dari
menurunnya volume produksi, terganggunya hubungan bisnis, hingga
berkurangnya kepercayaan pasar. Situasi tersebut pada akhirnya dapat
mengancam stabilitas operasional dan keberlangsungan usaha panglong kayu
dalam jangka panjang. Oleh karena itu, wanprestasi dalam perjanjian pemesanan
material bangunan tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual semata,
melainkan sebagai persoalan yang memiliki implikasi struktural terhadap

keberlanjutan usaha dan keadilan dalam hubungan hukum ekonomi syariah.

C. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pemesanan
Material Bangunan di Kec. Peukan Bada

Pada praktik pemesanan material bangunan berbasis pesanan custom
order di Kecamatan Peukan Bada, mekanisme Penyelesaian wanprestasi
umumnya tidak dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak adanya perjanjian tertulis
yang mengikat secara formal, keterbatasan pemahaman hukum para pihak, serta
pertimbangan biaya dan waktu apabila sengketa dibawa ke ranah hukum. Oleh
karena itu, penyelesaian wanprestasi lebih sering ditempuh melalui mekanisme

non-litigasi, yakni dengan cara musyawarah dan pendekatan kekeluargaan.

8 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2023), him. 91.
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Musyawarah pada dasarnya merupakan upaya untuk mencapai
kesepakatan bersama antara pihak penjual yaitu pemilik panglong kayu dan
pihak pembeli dalam menyelesaikan kewajiban yang tidak terpenuhi. Dalam
konteks ini pihak panglong kayu berusaha menghubungi pihak pembeli yaitu
developer untuk meminta kejelasan terkait pelunasan pembayaran atau tanggung
jawab atas pembatalan sepihak yang dilakukan setelah barang selesai diproduksi
serta mencari solusi terbaik yang dapat meminimalisir kerugian kedua belah
pihak.5¢

Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil, seperti
pelunasan pembayaran, penjadwalan ulang pembayaran, atau kesepakatan lain
yang disepakati secara bersama. Namun, berdasarkan hasil penelitian, upaya
musyawarah tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam
beberapa kasus, Pihak pembeli justru menunjukkan sikap tidak kooperatif dalam
melakukan musyawarah secara baik. Pihak pembeli sulit dihubungi, tidak
merespons panggilan maupun pesan dari pihak panglong kayu, serta
menghindari pertemuan secara langsung. Sikap tidak kooperatif ini
menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi terhambat dan
memperburuk posisi pihak panglong kayu yang telah menyelesaikan produksi
barang sesuai dengan spesifikasi pesanan.®’

Kondisi tersebut sebagaimana dialami oleh pemilik panglong kayu di
Kecamatan Peukan Bada, khususnya pada kasus UD Harkat Perabot dan UD
Hidayatullah Perabot, para pihak pembeli melakukan pembatalan sepihak atau
tidak melunasi pembayaran setelah barang pesanan selesai dibuat, bahkan telah
dipasang di lokasi. Ketika pihak penjual berupaya menyelesaikan permasalahan
melalui musyawarah, pihak pembeli cenderung tidak responsif dan enggan

melakukan pertemuan untuk mencari solusi bersama. Akibatnya, proses

6  Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam),
(Yogyakarta: UlI Press, 2021), him.67-69.

67 Dahliani, Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi (Sumbawa: STAI
Darul Kamal NW Kembang Kerang Press, 2022), him.05.
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penyelesaian wanprestasi menjadi terhambat dan tidak menemukan titik temu
yang adil bagi pihak penjual.

Tidak adanya i’tikad baik dari pihak developer dalam proses
musyawarah menunjukkan bahwa mekanisme non-litigasi yang seharusnya
mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan justru tidak dapat terlaksana
secara optimal. Dalam kondisi seperti ini, pihak panglong kayu berada pada
posisi yang dirugikan karena telah mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan
baku, biaya produksi, serta upah tenaga kerja, sementara haknya untuk
menerima pelunasan pembayaran tidak dipenuhi oleh pihak pembeli.

Akibat tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah, pihak
panglong kayu kemudian mengambil langkah lanjutan dengan menahan uang
muka down payment yang telah dibayarkan oleh pihak konsumen. Penahanan
uang muka ini dilakukan sebagai bentuk kompensasi atas sebagian kerugian
yang telah diderita oleh pihak panglong kayu, uang muka tersebut pada
umumnya telah digunakan sebagai modal awal produksi, sehingga
pengembaliannya kepada pembeli menjadi tidak mungkin dilakukan ketika
pesanan dibatalkan secara sepihak setelah proses produksi berjalan atau selesai.
Selain menahan uang muka, pihak panglong kayu juga berupaya menjual
kembali barang pesanan kepada pihak lain sebagai bentuk mitigasi kerugian.
Namun, upaya ini sering kali menghadapi kendala yang cukup besar, mengingat
barang yang diproduksi bersifat khusus custom made sesuai dengan permintaan
pembeli. Spesifikasi ukuran, desain, dan jenis kayu yang dibuat secara khusus
menyebabkan barang tersebut tidak mudah dipasarkan kembali. Dalam banyak
kasus, barang hanya dapat dijual dengan harga yang lebih rendah dari biaya
produksi, sehingga kerugian tetap tidak dapat dihindari sepenuhnya.5®

Meskipun langkah menahan uang muka dan menjual kembali barang
pesanan dilakukan tanpa melalui pengadilan, tindakan tersebut merupakan

6 Hasil wawancara dengan Bukhari, Pemilik UD Harkat Perabot dan Ramli, Pemilik
UD Hidayatullah Perabot, Pada Tanggal 15 Oktober 2025, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.



50

bentuk perlindungan diri yang terpaksa ditempuh oleh pihak panglong kayu.
Jalur litigasi tidak dipilih karena selain minimnya bukti tertulis, juga karena
sikap konsumen yang tidak kooperatif sejak awal telah menunjukkan kecilnya
kemungkinan penyelesaian sengketa secara formal.®® Dengan demikian,
penyelesaian wanprestasi sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme non-
litigasi, meskipun hasilnya belum sepenuhnya memberikan keadilan yang
seimbang bagi pihak panglong kayu.

Apabila ditinjau dari perspektif akad bai’ istisna ‘, pembatalan sepihak
oleh pembeli setelah barang diproduksi merupakan bentuk wanprestasi yang
jelas. Dalam akad bai’ istisna ‘, penjual berhak memperoleh pembayaran atas
barang yang telah dibuat sesuai pesanan sedangkan pembeli wajib memenuhi
pembayaran tersebut. Sikap pembeli yang menghindari musyawarah dan tidak
melunasi kewajibannya bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan
tanggung jawab dalam muamalah Islam.”

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam
perjanjian pemesanan material bangunan di Kecamatan Peukan Bada
menunjukkan bahwa meskipun penyelesaian dilakukan di luar pengadilan
dengan mengedepankan musyawarah, lemahnya itikad baik dari pihak
konsumen menyebabkan mekanisme tersebut tidak berjalan efektif. Akibatnya,
pihak panglong kayu terpaksa mengambil langkah-langkah perlindungan secara
mandiri berupa penahanan uang muka dan penjualan kembali barang pesanan.
Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan perjanjian, kejelasan kesepakatan
sejak awal, serta komitmen moral para pihak agar prinsip keadilan dalam akad

bai ‘istisna * dapat terwujud secara nyata dalam praktik.

6 Dahliani, Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi (Sumbawa: STAI
Darul Kamal NW Kembang Kerang Press, 2022), him. 10.

0 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr,
2020), him. 357-360.
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D. Tinjauan Akad Bai’ istisna ‘ terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam
Perjanjian Pemesanan Material Bangunan di Kec. Peukan Bada

Akad bai ‘ istisna“ merupakan salah satu bentuk akad jual beli pesanan
yang dibolehkan dalam figh muamalah, di mana objek akad berupa barang yang
belum ada dan akan dibuat sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki oleh
pemesan. Dalam praktik pemesanan material bangunan di panglong kayu
Kecamatan Peukan Bada, akad yang digunakan secara substansi telah memenubhi
karakteristik akad bai  istisna“, meskipun dalam pelaksanaannya lebih banyak
dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis yang rinci.

Pada perspektif akad bai ‘ istisna , para pihak yang terlibat memiliki hak
dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang. Pihak pembeli
berkewajiban untuk membayar harga barang sesuai kesepakatan, baik dalam
bentuk uang muka down payment maupun pelunasan setelah barang selesai
dibuat. Sebaliknya, pihak penjual berkewajiban untuk membuat dan
menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan waktu yang telah
disepakati. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi Kkewajibannya, maka
perbuatan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan
konsekuensi hukum. "

Berdasarkan hasil penelitian di panglong kayu kecamatan peukan bada,
bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian pemesanan material
bangunan di Kecamatan Peukan Bada adalah pembatalan sepihak oleh pembeli
setelah proses produksi selesai, serta tidak dilakukannya pelunasan pembayaran
sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam beberapa kasus, pembeli bahkan
menuntut pengembalian uang muka meskipun pihak penjual telah mengeluarkan
biaya produksi yang jauh lebih besar dari jumlah uang panjar yang diterima.
Dalam tinjauan akad bai ‘ istisna ‘, tuntutan semacam ini tidak memiliki dasar

hukum yang kuat, karena uang muka dalam akad istisna * berfungsi sebagai

1 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2020), him.
120-122.
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tanda keseriusan sekaligus modal awal bagi penjual untuk melaksanakan
pesanan.’?

Berdasarkan figh muamalah yang menegaskan larangan merugikan
pihak lain secara sepihak, konsekuensi hukum dalam akad bai* istisna“ berlaku
bagi kedua belah pihak sesuai dengan bentuk wanprestasi yang dilakukan.
Dalam hal wanprestasi dilakukan oleh pembeli, pembatalan akad secara sepihak
tanpa alasan yang dibenarkan syariat, sementara penjual telah melaksanakan
kewajibannya dengan memproduksi barang sesuai kesepakatan, menimbulkan
kewajiban bagi pembeli untuk menanggung seluruh kerugian yang dialami
penjual. Uang muka yang telah dibayarkan dapat digunakan sebagai kompensasi
atas biaya produksi dan pengadaan bahan baku, dan apabila jumlah tersebut
belum mencukupi, pembeli tetap berkewajiban melunasi kekurangan biaya yang
timbul.

Sebaliknya, apabila wanprestasi berasal dari pihak penjual, seperti
ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi yang disepakati, penurunan kualitas,
atau keterlambatan penyerahan, maka pembeli memiliki hak untuk memperoleh
penyelesaian yang adil. Bentuk penyelesaian tersebut dapat berupa perbaikan
barang, pengurangan harga, atau pembatalan akad disertai pengembalian
pembayaran yang telah dilakukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa figh
muamalah tidak hanya melindungi kepentingan penjual, tetapi juga menjamin
hak pembeli secara proporsional.’?

Pada praktik penyelesaian wanprestasi di Kecamatan Peukan Bada, para
pihak umumnya mengedepankan penyelesaian secara non-litigasi melalui
musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Penyelesaian semacam ini pada
dasarnya sejalan dengan konsep sulz dalam figh muamalah, yaitu penyelesaian

sengketa melalui perdamaian dengan mengutamakan asas keadilan dan kerelaan

72 Hasil wawancara dengan Bukhari, Pemilik UD Harkat Perabot dan Ramli, Pemilik
UD Hidayatullah Perabot, Pada Tanggal 15 Oktober 2025, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.
8 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2020), him. 171-173.
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kedua belah pihak. Namun, berdasarkan hasil wawancara, proses musyawarah
sering kali tidak berjalan efektif karena pihak pembeli cenderung menghindar,
sulit dihubungi, atau tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan
kewajibannya.

Pada kondisi tersebut, posisi pihak penjual menjadi sangat lemah,
terutama karena tidak adanya perjanjian tertulis yang secara tegas mengatur
sanksi atau konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Padahal, dalam akad
bai‘ istisna‘, kepastian hukum merupakan aspek penting untuk menjaga
keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Ketidakjelasan akad dan lemahnya
pembuktian hukum menyebabkan pihak penjual sering kali harus menanggung
kerugian besar, baik berupa kerugian materiil akibat biaya produksi yang tidak
tertutupi, maupun kerugian non-material berupa terganggunya kelangsungan
usaha.

Berdasarkan tinjauan akad bai’ istisna‘, pada prinsipnya pihak penjual
memiliki hak untuk mempertahankan uang muka sebagai bentuk ganti rugi atas
pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Selain itu, apabila barang
pesanan tidak diambil atau tidak dilunasi, penjual pada dasarnya diperbolehkan
untuk menjual kembali barang tersebut kepada pihak lain sebagai upaya
meminimalkan kerugian.”* Namun, dalam praktik pemesanan material bangunan
berbahan kayu, objek pesanan umumnya bersifat custom made sesuai ukuran
dan desain tertentu, sehingga sulit untuk dialinkan atau dipasarkan kembali
kepada pihak lain. Kondisi ini secara nyata memperbesar risiko kerugian yang
harus ditanggung oleh pihak penjual.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlindungan
hukum antara pembeli dan penjual. Pembeli relatif lebih mudah menghindar dari
tanggung jawab akibat pembatalan sepihak, sementara penjual berada pada
posisi yang dirugikan meskipun telah melaksanakan kewajibannya secara penuh.

74 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Jilid 3,( Beirut: Dar al-Fikr, 2021), him. 147-149.
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Padahal, menurut ketentuan figh muamalah, wanprestasi yang dilakukan oleh
pembeli justru mewajibkan pembeli untuk menanggung Kkerugian, bukan
sebaliknya.

Praktik yang memberikan peluang bagi pembeli untuk menguasai objek
jual beli dan menjualnya kembali kepada pihak lain akad bai * istisna * apabila
terjadi wanprestasi, terlebih dengan harga di bawah biaya produksi, merupakan
praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum apabila wanprestasi tersebut
berasal dari pihak pembeli. Dalam akad bai‘ istisna‘, penguasaan dan
pengalihan objek jual beli hanya dapat dibenarkan apabila pembeli telah
memenuhi kewajiban pembayaran secara sah. Apabila pembeli membatalkan
akad secara sepihak atau tidak melunasi pembayaran, maka hak atas objek
pesanan tetap berada pada penjual, dan segala bentuk penguasaan atau
pengalihan oleh pembeli tidak dibenarkan secara hukum syariah.

Oleh karena itu, akad bai‘ istisna® menuntut adanya kejelasan dan
ketegasan sejak awal perjanjian, baik terkait spesifikasi barang, mekanisme
pembayaran, waktu penyerahan, maupun konsekuensi hukum apabila terjadi
wanprestasi. Kejelasan akad ini menjadi instrumen penting untuk mencegah
penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak serta menjamin perlindungan hukum
yang adil dan proporsional bagi penjual maupun pembeli sesuai dengan prinsip
keadilan dalam figh muamalah.

Pada praktik pemesanan material bangunan berbahan kayu, barang yang
telah dibuat umumnya bersifat khusus custom made sesuai ukuran dan desain
tertentu, sehingga sulit untuk dipasarkan kembali. Hal ini semakin memperbesar
risiko kerugian yang harus ditanggung oleh pihak penjual. Kondisi ini
menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum antara pembeli
dan penjual. Pembeli relatif lebih mudah menghindar dari tanggung jawab,
sementara penjual berada pada posisi yang dirugikan meskipun telah
melaksanakan kewajibannya secara penuh. Oleh karena itu, akad bai‘ istisna“

menuntut adanya kejelasan akad sejak awal, baik mengenai spesifikasi barang,
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mekanisme pembayaran, waktu penyerahan, maupun konsekuensi hukum
apabila terjadi wanprestasi.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa akad bai ‘ istisna -
pada hakikatnya telah memberikan kerangka normatif yang jelas dalam
mengatur hubungan hukum antara pihak pemesan dan pihak pembuat barang.
Akad ini menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang seimbang, di mana
masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara adil.
Namun, dalam praktik pemesanan material bangunan di Kecamatan Peukan
Bada, kerangka normatif tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara
optimal, sehingga membuka ruang terjadinya wanprestasi yang merugikan salah
satu pihak, khususnya pihak pemilik panglong kayu.”

Tidak adanya perjanjian tertulis yang mengikat serta minimnya
pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum akad bai ‘ istisna - menjadi
faktor utama yang memperlemah posisi hukum penjual. Padahal, dalam
perspektif figh muamalah, akad bai - istisna * bukan sekadar kesepakatan moral,
melainkan perikatan hukum yang menuntut tanggung jawab penuh dari para
pihak. Ketika pembeli membatalkan pesanan secara sepihak atau tidak melunasi
pembayaran setelah barang selesai dibuat, tindakan tersebut tidak hanya
melanggar kesepakatan awal, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah,
keadilan, dan kepastian hukum dalam Islam. praktik penyelesaian wanprestasi
yang hanya mengandalkan musyawarah tanpa dukungan perjanjian yang jelas
sering kali tidak memberikan solusi yang efektif. Dalam banyak kasus,
musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan yang adil karena pihak pembeli
tidak menunjukkan itikad baik, sementara pihak penjual berada dalam posisi
yang lemah untuk menuntut haknya. Kondisi ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara konsep ideal akad bai  istisna * dengan realitas praktik yang

terjadi di lapangan.

5 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Isiami wa Adillatuh, Juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr,
2020), him. 334-336.
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Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pemesanan
material bangunan tidak cukup hanya dipahami sebagai persoalan teknis
pembayaran atau pembatalan pesanan, melainkan harus dipandang sebagai
persoalan hukum akad yang memiliki implikasi syar‘i dan ekonomi. Akad bai
istisna® menuntut adanya kejelasan sejak awal mengenai mekanisme
pembayaran, batasan pembatalan, serta tanggung jawab para pihak apabila
terjadi wanprestasi. Tanpa kejelasan tersebut, potensi kerugian akan terus
berulang dan menimbulkan ketidakadilan dalam praktik muamalah.

Dengan demikian, analisis dalam bab ini menunjukkan bahwa meskipun
akad bai ‘ istisna  telah menjadi dasar transaksi pemesanan material bangunan di
Kecamatan Peukan Bada, penerapannya masih memerlukan penguatan, baik dari
segi pemahaman hukum masyarakat maupun dari segi teknis pelaksanaan akad.
Hal ini penting agar transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara adat
kebiasaan, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang sejalan dengan prinsip-

prinsip figh muamalah.



A.

BAB EMPAT
PENUTUP

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab

selanjutnya maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa

analisis penyelesaian wanprestasi pada order material bangunan dan

konsekuensinya menurut akad Bai’ Istisna

1.

Wanprestasi dalam perjanjian pemesanan material bangunan di Kecamatan
Peukan Bada umumnya terjadi akibat pembatalan sepihak oleh pihak
pembeli setelah barang selesai diproduksi, serta tidak dilakukannya
pelunasan pembayaran sesuai kesepakatan awal. Pembatalan tersebut bukan
disebabkan oleh kelalaian pihak penjual, melainkan murni atas kehendak
pembeli. Akibatnya, pihak panglong kayu mengalami kerugian berupa biaya
produksi yang telah dikeluarkan, kesulitan penyimpanan barang pesanan
yang bersifat khusus, serta ketidakpastian akibat tidak dapat dihubunginya
pembeli. Kondisi ini menunjukkan lemahnya posisi hukum penjual yang
disebabkan oleh ketiadaan perjanjian tertulis dan minimnya pemahaman
masyarakat terhadap konsekuensi hukum akad bai® istisna“.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pemesanan material bangunan di
Kecamatan Peukan Bada pada umumnya dilakukan melalui komunikasi
langsung dan musyawarah antara pihak panglong kayu dan pihak pembeli.
Pihak penjual berupaya menghubungi pembeli untuk menagih pelunasan

pembayaran atau membahas kelanjutan pesanan.
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Namun, mekanisme ini sering tidak berjalan efektif karena pembeli sulit
dihubungi, tidak memberikan respons, atau menghindari komunikasi.
Akibatnya, proses musyawarah tidak mencapai kesepakatan yang adil bagi
para pihak. Dalam kondisi tersebut, pihak panglong kayu menahan uang
muka yang telah dibayarkan sebagai upaya perlindungan dan untuk
meminimalisasi kerugian akibat wanprestasi pembeli, mengingat tidak

adanya itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan tinjauan akad perjanjian pemesanan material bangunan antara
panglong kayu dan konsumen merupakan akad yang sah dan dibenarkan
dalam figh muamalah, meskipun umumnya dilakukan secara lisan tanpa
perjanjian tertulis. Dalam akad ini, penjual berkewajiban memproduksi dan
menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang disepakati, sedangkan pembeli
berkewajiban membayar harga sesuai kesepakatan. Apabila pembeli
membatalkan pesanan secara sepihak setelah barang selesai diproduksi atau
tidak melunasi pembayaran, maka perbuatan tersebut tergolong wanprestasi
yang tidak dibenarkan secara syar‘i karena bertentangan dengan prinsip
amanah dan keadilan. Oleh karena itu, risiko dan kerugian akibat
pembatalan dibebankan kepada pihak pembeli. Uang muka yang telah
dibayarkan dapat digunakan sebagai kompensasi atas biaya produksi,
bahkan pembeli tetap berkewajiban menanggung kekurangan biaya apabila
uang muka tidak mencukupi. Hal ini menegaskan bahwa akad bai  istisna“
merupakan perikatan hukum yang memiliki konsekuensi syar‘i dan
ekonomi, kecuali dalam keadaan force majeure yang penyelesaiannya

dilakukan melalui musyawarah.

SARAN
1. Penulis menyarankan agar pihak panglong kayu meningkatkan

profesionalisme dalam pengelolaan transaksi pemesanan material

bangunan dengan menyusun perjanjian tertulis yang jelas, rinci, dan
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memiliki kekuatan hukum. Perjanjian tersebut hendaknya memuat
pengaturan mengenai spesifikasi barang, sistem pembayaran, besaran
uang muka, batas waktu pelunasan, serta konsekuensi hukum apabila
terjadi pembatalan sepihak atau wanprestasi. Selain itu, penerapan
prinsip kehati-hatian dalam menerima pesanan, khususnya terhadap
produk yang bersifat khusus sesuai permintaan (custom order), perlu
dioptimalkan guna meminimalisir potensi kerugian serta menjamin
keberlangsungan -~ dan stabilitas usaha panglong kayu secara
berkelanjutan.

2. Demikian pula bagi pihak konsumen diharapkan dapat melaksanakan
kewajiban pembayaran secara penuh sesuai dengan jangka waktu yang
telah disepakati, tanpa melakukan penundaan yang dapat merugikan
pihak panglong kayu. Selain itu, Konsumen diharapkan memiliki
kesadaran hukum dan itikad baik dalam melaksanakan kewajiban yang
telah disepakati dalam perjanjian pemesanan material bangunan.
Konsumen seharusnya memahami bahwa pembatalan sepihak maupun
kelalaian dalam melakukan pelunasan pembayaran setelah barang
diproduksi dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak
panglong kayu. Oleh karena itu, konsumen dituntut untuk bersikap
bertanggung jawab, konsisten, dan menjunjung tinggi asas keadilan
serta kepercayaan dalam hubungan bisnis, sehingga tercipta hubungan
transaksi yang sehat, adil, dan saling menguntungkan bagi kedua belah
pihak.

3. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya yang mengangkat topik
yang sama dapat menambahkan variabel-variabel lain yang belum
dikaji dalam penelitian ini. Serta Penelitian lanjutan dapat mengkaji
secara lebih mendalam efektivitas penerapan perjanjian tertulis, klausul
ganti rugi, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam perspektif

akad bai ‘ istisna ‘.
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PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Order

Material Bangunan dan Konsekuensinya Menurut Bai°
Istisna’

Narasumber : Bukhari selaku pemilik panglong kayu UD Harkat Perabot

kecamatan Peukan Bada, Muammar selaku karyawan panglong
kayu UD Harkat Perabot kecamatan Peukan bada, Ramli selaku
pemilik panglong kayu UD Hidayatullah Perabot kecamatan
Peukan Bada, Irsyal Fahlevi selaku karyawan UD Harkat Perabot
kecamatan Peukan Bada.

No Daftar Pertanyaan Wawancara

1 Bagaimana proses pemesanan material bangunan yang biasanya
dilakukan oleh konsumen di panglong kayu ini?

2 Apakah dalam praktiknya perjanjian pemesanan material bangunan di
panglong ini dibuat secara tertulis atau hanya berdasarkan kesepakatan
lisan?

3 Apakah pihak pembeli biasanya memberikan uang muka (down
payment) pada saat melakukan pemesanan, dan bagaimana fungsi uang
muka tersebut dalam membantu proses produksi material bangunan?

4 Pada umumnya, pada tahap apa pembatalan pesanan tersebut terjadi,
apakah sebelum proses produksi dimulai, saat barang sedang dikerjakan,
atau setelah barang selesai dibuat sesuai dengan pesanan?

5 | Apa saja kerugian yang dialami panglong kayu akibat pembatalan atau
tidak dilunasinya pembayaran?

6 Bagaimana pihak panglong kayu menyelesaikan kasus wanprestasi yang
dilakukan oleh pembeli?

7 Apakah penyelesaian secara kekeluargaan sudah memberikan
perlindungan yang cukup bagi panglong kayu?

8 Alasan apa saja yang biasanya disampaikan konsumen ketika belum
atau tidak melakukan pelunasan pembayaran saat ditagih?

9 Apakah selama ini pihak panglong kayu pernah menjelaskan kepada
pembeli mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam
pemesanan material bangunan, khususnya terkait kewajiban pelunasan
pembayaran dan risiko pembatalan pesanan?

10 | Bagaimana kesesuaian praktik pemesanan material bangunan yang
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selama ini dilakukan di panglong kayu ini dengan prinsip-prinsip akad
bai istisna‘, Khususnya terkait keadilan, kepastian kesepakatan, dan
tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi?
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Lampiran 4: Dokumentasi

Gambar 2. Wawancara dengan Muammar selaku karyawan UD Harkat Perabot
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Gambar 4. Wawancara dengan Irsyal Fahlevi selaku karyawan UD Hidayatullah
Perabot



